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PUTUSAN
Nomor :  95/G/2009 /PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama dengan  acara  biasa ,  te lah  menja tuhkan  putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  hukum sebaga i  ber i ku t ,  da lam 

perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT.  TRI  REMPOA SOLO SYNTHETICS. ,  berkedudukan  di  Tangerang ,  

Ja lan  Raya  Rempoa  No.59 ,  Kecamatan  Ciputa t ,  

Kabupaten  Tangerang  –  Banten  yang  diwak i l i  o leh  

Soedjono  Hal im  dan  Bambang Har ian to  Ananto ,  keduanya  

berkewarganegaraan  Indones ia ,  masing- masing  dalam 

kedudukan  se laku  Di rek tu r  sesua i  dengan  Pasa l  11 

Anggaran  Dasar  PT.  TRI  REMPOA SOLO SYNTHETICS,  yang  

dalam  ha l  in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  2  Jun i  2009 member i  kuasa  kepada  Maulani  

R.  Sibur ian ,  S.H. ,  Susy  Thior is ,  S.H. ,  El ly  R.  

Anggrain i ,  S.H. ,  dan  Dominica  Dwi  Advent ina ,  S.H. ,  

kesemuanya  Warga  Negara  Indones ia ,  para  Advokat  pada 

Kanto r  Hukum  PAMUNGKAS & PARTNERS,  berkedudukan  d i  

Plaza  Mare in  Lanta i  11 Sui te  A,  Plaza  Sudi rman,  Ja lan  

Jendera l  Sudi rman  Kavl i ng  76- 78,  Jakar ta  12910 .  Untuk  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i    PENGGUGAT ;  - - - - -

L A W A N

KETUA  PANITIA   URUSAN  PIUTANG  NEGARA CABANG  DKI  JAKARTA, 

berdudukan  di  JL.  Prapatan  No.10 ,  Jakar ta  10410.  

Dalam hal  in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

SKU –  01/PUPNC.10.DKI /  2009  te r t angga l  29  Jun i  2009  

member i  kuasa  kepada   :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 1 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Husbi ,  SH,  MM : Kepala  Bidang  Hukum  dan 

In fo rmas i  Kanwi l  VI I  DJKN 

Jakar ta ;

2. Encep Sudarman,  SE,  MA: Kepala  KPKNL Jakar t a  V ;  

- - - - - - - - - -

3. Aida  Purnamasar i ,  SH : Kepala  Seks i  Bantuan  

Hukum  Kanwi l  VI I  DJKN 

Jakar ta  ;  - - - - - - - - - - -

4. Agus Rodani ,  SH : Kepala  Seks i  Hukum  dan 

In fo rmas i  KPKNL Jakar ta  V 

;  - - - - - - -

5. Api t  Rina  Wahidah,  SH : Pelaksana  pada  Seks i  

Bantuan  Hukum Kanwi l  VI I  

DJKN Jakar ta  ;  -

6. Muhammad Hasbi ,  SH : Pelaksana  pada  Seks i  

Hukum dan  In fo rmas i  KPKNL 

Jakar ta  V ;  - - - - - - -

7. Herman,  SH : Pelaksana  pada  Seks i  

Piu tang  Negara  KPKNL 

Jakar ta  V ;  - - - - - - - - - -

Kesemuanya  ada lah  Pegawai  pada  Depar temen  Keuangan  

Republ i k  Indones ia ,  yang  untuk  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i    TERGUGAT ; - - - - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar t a  Nomor  :  95/PEN- DIS/2009 /PTUN- JKT. ,  tangga l  8 

Jun i  2009  ten tang  penetapan  pemer iksaan  perkara  in i  dengan  

acara  b iasa  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Negara  Jakar t a  Nomor  :  95/PEN/2009 /PTUN- JKT. ,  tangga l  8 Jun i  

2009  ten tang  penun jukan  susunan  Maje l i s  Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  95/PEN-

HS/2009/PTUN- JKT. ,  tangga l  9  Jun i  2009   ten tang   penetapan  

har i  s idang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar t a  Nomor  :  95/PEN/2009 /PTUN- JKT  tangga l  24  

Nopember  2009 ten tang  penun jukan  Maje l i s  Hakim sementara  guna  

memer iksa  dan  mendengar  kete rangan  saks i  da lam  sengketa  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Telah  membaca  berkas  perkara  dan  sura t - sura t  bukt i  

da lam  sengketa  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  kete rangan  saks i  dan  kete rangan  para  

pihak  di  

pers i dangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan  

Ber i t a  Acara  Pers idangan  dalam  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

Halaman 3 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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kepada  Tergugat  dengan  sura t  gugatannya  te r t angga l  3  Jun i  

2009,  yang  di t e r ima  dan  dida f t a r kan  di  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  3  Jun i  

2009,  d i  bawah reg i s t e r  perkara  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN.JKT. ,  

dan  dipe rba i k i  da lam  pemer iksaan  pers i apan  tangga l  6  Ju l i  

2009,  yang  mengemukakan  alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

I .   OBYEK  SENGKETA 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  yang  menjad i  obyek  perkara  in i  adalah  Sura t  

Keputusan  Nomor  :  PJPN-176/PUPNC.10.05 /2009 ,  ten tang  

Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara  Atas  Nama PT.  Tr i   Rempoa 

S.  S. ,  tangga l  6 Maret  2009  ( ” Obyek Gugatan  I ” )  dan Sura t  

Paksa  Nomor  :  SP-225/PUPNC.10/2009  tangga l  23  Maret  2009  

( ” Obyek  Gugatan  I I ” ) ,  untuk  se lan ju t nya  secara  bersama-

sama  kedua  Sura t  Keputusan  Terguga t  te rsebu t  d isebu t  

” Keputusan Tergugat ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Keputusan  Tergugat  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  :

a.  Konkret ,  karena  menyatakan  sesuatu  yang  je l as  dan  

te r t en tu  ya i t u  mengenai  jumlah  Piu tang  Negara  atas  nama 

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Ind iv idua l ,  karena  Keputusan  Tergugat  t i dak  d i t u j u kan  

untuk  umum,  mela inkan  hanya  d i t u j u kan  kepada  Penggugat  

se laku  pihak  yang  d i t e t apkan  memi l i k i  hutang  kepada  

negara  yang  waj ib  di l unas i  o leh  Penggugat  kepada  Negara  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

c. Final ,  karena  Keputusan  Tergugat  sudah  def i n i t i f ,  

langsung  ber laku  se jak  tangga l  d i te t apkan  tanpa  

memer lukan  perse tu j uan  dar i  ins tans i  la i n  atau  ins tans i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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yang  leb ih  

t i ngg i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  dengan  demik ian ,  Keputusan  Terguga t  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bers i f a t  konkre t ,  

ind i v i dua l  dan  f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bagi  

seseorang  atau  badan  hukum  perda ta  seh ingga  memenuhi  

keten tuan  Pasa l  1 angka  3 Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  

yang  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

(se lan j u t n ya  d isebu t  “ Undang- undang PTUN” )   yang  berbuny i  

:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

“Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  penetapan  

te r t u l i s  yang  d ike lua r kan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  

Negara  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l ,  

yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  

hukum perda ta ”  ; - - - -

I I . LATAR  BELAKANG  DAN  DASAR-DASAR  GUGATAN 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Pada  tangga l  1  November  1997  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  mencabut  i z i n  usaha  PT South  East  Asia  Bank  

( “ SEAB” )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa se lan ju t nya  di l aksanakan  proses  l i k u i das i  atas  

SEAB oleh  suatu  t im  l i k u i das i  (se lan ju t n ya  disebu t  

“ Tim Likuidas i ” )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  berdasarkan  sura t  No.  181/TL/SEAB-DL/V/2000  

tangga l                               11 Mei  2000 ,  Tim 

Liku idas i  yang  sedang  melaksanakan  proses  l i ku i das i  

Halaman 5 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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atas  SEAB,  meminta  Penggugat  untuk  menyelesa i kan  

hutang  pada 

SEAB  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Karena  adanya  penag ihan  oleh  Tim  L iku idas i  te r sebu t  

Penggugat  menanggap i  dengan  sura t  te r t angga l  15  Mei  

2000  yang  pada  in t i n ya  bahwa   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i .  Penggugat  t i dak  memi l i k i  kewaj i ban  kepada  SEAB 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i i . Mengenai  adanya  kred i t  yang  te rca ta t  atas  nama 

Penggugat  harus  mengacu  pada  Sura t  Pernya taan  

tangga l   16 Maret  1993 ; - - - - - - - - - - - - - - -

i i i . Penggugat  te l ah  member i  kete rangan  di  Markas  

Besar  Kepol i s i a n  RI  da lam  proses  pidana  atas  

permasa lahan  te rka i t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Dalam  per temuan  dengan  Tim  L iku idas i ,  Pengugat  juga  

menje laskan  la t a r  be lakang  seo lah - olah  adanya  hutang  

dimaksud  ada lah ,  sebaga i  ber i ku t   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Bahwa  pada  tahun  1989,  Sdr .  Ti j an  Ananto  

( “ Sdr.  Ti jan ” )   sa lah  seorang  komisar i s  d i  PT Tr i  

Rempoa/Penggugat ,  menempatkan  

dana  ke  dalam  PT.  South  East  Asia  Bank  (SEAB)  

sebesar                                       Rp.  

5.500 .000 .000 , -  ( l ima  mi lya r  l ima  ra tus  ju ta  

rup iah )  namun t i dak  ada  bukt i  berupa  buku  tabungan  

atau  reken ing  Koran  yang  dike lua rkan  oleh  SEAB dan  

atas  ha l  te rsebu t  SEAB  kemudian  menerb i t kan  

beberapa  lembar  Sura t  Aksep  (Promisso ry  Note)  yang  

dise rahkan  kepada  

Penggugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Disclaimer
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1. No.  34/PRM-A/89  tangga l  5 September  1989  sebesar  

Rp 500.000 .000 ,00  ( l ima  ra tus  ju ta  rup iah )  yang  

waj ib  dibayarkan  kepada  Ny.  Tjh ien  Pi t  

Kioen  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

2. No.  34/PRM-B/89  tangga l  5 September  1989  sebesar  

Rp  500.000 .000 ,00  ( l ima  ra tus  ju ta  

rup iah )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. No.  34/PRM-C/89  tangga l  5 September  1989  sebesar  

Rp  500.000 .000 ,00  ( l ima  ra tus  ju ta  

rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. No.  34/PRM-D/89  tangga l  5 September  1989  sebesar  

Rp  500.000 .000 ,00  ( l ima  ra tus  ju ta  

rup iah )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. No.  34/PRM-E/89  tangga l  5 September  1989  sebesar  

Rp  500.000 .000 ,00  ( l ima  ra tus  ju ta  

rup iah )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. No.  34/PRM-F/89  tangga l  5 September  1989  sebesar  

Rp  500.000 .000 ,00  ( l ima  ra tus  ju ta  

rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. No.  031/PRM/90  sebesar  Rp 2.500 .000 .000 ,00  (dua  

mi lya r  l ima  ra tus  ju ta  

rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Bahwa  kemudian ,  karena  SEAB  t i dak  dapat  

membayar  kepada  Sdr .  Ti j an  pada tangga l  ja tuh  tempo  

Promissory  Note  di  atas  seh ingga  Sdr .  Ti j an  t i dak  

dapat  menar i k  dananya  dar i  SEAB,  maka  Di rek tu r  

Utama SEAB menyerahkan  dua  lembar  Bi l ye t  Giro  atas  

nama  PT Tr i s  Del ta  Agr indo  (anak  perusahaan/g roup  

SEAB) ya i t u  :   - - - - - - - - - - - - - -

1. Bi l ye t  Giro  No.  GA  366649  sen i l a i  Rp 

2.500 .000 .000 ,00  (dua  mi lya r  l ima  ra tus  ju ta  

rup iah )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

2. Bi l ye t  Giro  No.  GA  366650  sen i l a i  Rp 
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3.000 .000 .000 ,00  ( t i ga  mi lya r  

rup iah )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Bahwa karena  te rnya ta  bi l ye t  g i ro  te rsebu t  

t i dak  dapat  d iuangkan ,  maka  SEAB kembal i  

menukar  Bi l ye t  Giro  sebaga imana  disebu tkan  

pada  but i r  b  di  atas  dengan  2  (dua)  lembar  

Sura t  Sanggup  dar i  PT  Chanra tu  (anak  

perusahaan/g roup  SEAB),  yang  diendors  oleh  

SEAB,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Sura t  Sanggup  No.  13/ IX /1991  tangga l  13  

September  1991  sen i l a i   Rp.  2.500 .000 .000 ,00  

(dua  mi lya r  l ima  ra tus  ju ta  rup iah )  ; -

- Sura t  Sanggup  No.  013/ IX /1991  tangga l  13  

September  1991  sen i l a i  Rp.  3.000 .000 .000 ,00  

( t i g a  mi lya r  rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d.  Bahwa  dalam  perkembangan  se lan ju t nya ,  karena  

Sdr .  Ti j an  yang  juga  pemegang  saham PT Tr i  Rempoa,  

bermaksud  menambah dana  pada  Penggugat  yang  sedang  

membutuhkan  dana/moda l  tambahan,  maka  Sdr .  Ti j an  

dan  sa lah  seorang  pengurus  Penggugat ,  mendatang i  

kanto r  SEAB  untuk  mencai r kan  dana  te rsebu t .  

Dikarenakan  SEAB t i dak  juga  dapat  membayar  dan  

mengembal i kan  dana  Sdr .  Ti j an ,  maka  Di reks i  SEAB 

member ikan  ja l an  ke lua r  dengan  cara  membuat  seo lah -

olah  Penggugat  mendapat  fas i l i t a s  pin j aman/k red i t  

ser ta  membuka reken ing  d i  Bank  SEAB untuk  mener ima  

pembayaran  dana  te rsebu t  secara  ber tahap .  Karena  

i t u  dana  yang  seo lah - o lah  dibayarkan  oleh  SEAB 

sebaga i  p in jaman  kepada  Penggugat  ada lah  dana  Sdr .  

Ti j an  dan  bukan  pin j aman  dar i  

SEAB ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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e. Menindak lan ju t i  so lus i  yang  dibe r i k an  oleh  Di reks i  

SEAB te rsebu t ,  pada  tangga l  16  Maret  1993,  Di reks i  

SEAB membuat  se lembar  Sura t  Pernya taan  yang  in t i n ya  

menyebutkan  bahwa  Per jan j i a n  Kred i t  yang  dibua t  

o leh  SEAB dan  Penggugat  ada lah  bag ian  dar i  Sura t  

Sanggup/Aksep /P romes  dar i  SEAB  No.  

13/ IX /1991   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 6.  Bahwa se lan ju t nya  sete lah  mengadakan  k la r i f i k a s i  

dan  pene l i t i a n  sehubungan  dengan  adanya  cata tan  

kewaj i ban  Penggugat  pada  SEAB te rsebu t ,  Tim Liku idas i  

menyimpulkan  has i l  pene l i t i a nnya  dalam  Keputusan  Tim 

Liku idas i  te r t angga l  14  Mei  2001  ( “ Keputusan  Tim 

Likuidas i ” )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Berdasarkan  Keputusan  Tim  Liku idas i  yang  

di tanda tangan i  o leh  ketua ,  waki l  ketua  dan anggota  Tim 

te rsebu t ,  te l ah  dipu tuskan  bahwa  kewaj i ban  Penggugat  

yang  te rca ta t  pada SEAB t i dak  akan  di tag i h  lag i  kepada  

Penggugat ,  karena  kewaj i ban  yang  dica ta t  sebaga i  

p in jaman  Penggugat  te rsebu t  sebetu lnya  hanya  merupakan  

sarana  bagi  SEAB untuk  membayarkan  suatu  kewaj i bannya  

kepada  pihak  ket i ga  (Sdr .  Ti j an  

Ananto )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Selan ju tnya ,  Tim  Liku idas i  te l ah  memutuskan  bahwa 

Penggugat  yang  te rca ta t  seo lah - o lah  memi l i k i  kewaj i ban  

kepada  SEAB d ike lompokkan  sebaga i  deb i tu r  yang  t i dak  

te r t ag i h  dan  kewaj i ban  te rka i t  akan  di tag i hkan  kepada  

ahl i  war i s  Tr i sno  Haryan to  (D i rek t u r  

SEAB)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Meskipun  Tim  Liku idas i  te l ah  menegaskan  bahwa 

Penggugat  t i dak  memi l i k i  kewaj i ban  kepada  SEAB,  pada  

tangga l  6  Januar i  2009,  d i reks i / p engu rus  Penggugat  
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dipangg i l  o leh  Kanto r  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  

Lelang   ( “ KPKLN”)  untuk  melunas i  hutang  kepada  

SEAB ; - - -

10. Pada  tangga l  11  Pebruar i  2009,  pengurus /d i r e k s i  

Penggugat  mener ima  pangg i l an  kedua  dar i  

KPKLN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

11. Karena  adanya  pangg i l an - pangg i l an  te rsebu t ,  p ihak  

Penggugat  te l ah  menemui  pihak  KPKLN untuk  membicarakan  

hutang  yang  d imaksud  dan  te l ah  menje laskan  ser ta  

menunjukkan  bukt i  (Keputusan  Tim  Liku idas i )  bahwa 

hutang  te rsebu t  sebenarnya  t i dak  ada,  sebaga imana  

diu ra i kan  di  

atas   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa pada  tangga l  6 Maret  2009,  Terguga t  menerb i t kan  

Obyek  Gugatan  I ,  keputusan  mana  menetapkan  se jumlah  

piu tang  negara  yang  di tag i hkan  kepada  Penggugat  dan  

harus  dise lesa i kan  oleh  Penggugat  ; - - -

13. Bahwa pada tangga l  23 Maret  2009,  Tergugat  menerb i t kan  

Obyek                 Gugatan  I I ,  keputusan  mana 

memer in tahkan  Penggugat  untuk  segera  membayar  

hutangnya  kepada  Negara  Republ i k  Indones ia  cq.  

Depar temen  Keuangan  cq.  Di rek to ra t  Jendera l  Kekayaan  

Negara  se jumlah  p iu tang  Negara ,  te rmasuk  biaya  

Admin is t r a s i  Pengurusan  Piu tang  Negara  dalam waktu  1 x  

24  jam  sete lah  pember i t ahuan  Sura t  Paksa,  yang  mana 

di t e r ima  oleh  Penggugat  pada tangga l  24 Jun i  2009 ; - -

14. Bahwa karena  i t u  pada  tangga l  1  Jun i  2009,  Penggugat  

te lah  mengi r imkan  sura t  tanggapan  dan kebera tan  kepada  

PUPN  ; - - - - - - - - - - - - - - - -
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15. Bahwa kemudian  Penggugat  mengetahu i  ten tang  te rb i t n ya  

Keputusan  Tergugat  te r sebu t  dan  kemudian  mengajukan  

gugatan  a quo  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

pada tangga l  3 Jun i  2009.  Dengan demik ian ,  gugatan  in i  

memenuhi  keten tuan  Pasal  55 Undang- Undang PTUN,  karena  

masih  da lam  tenggang  waktu  yang  dibe r i k an  undang-

undang   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  in i  d i tegaskan  pula  da lam  Pasa l  55  Undang- Undang  

PTUN  yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  da lam  tenggang  waktu  

sembi l an  puluh  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  d i te r imanya  

atau  d iumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara”  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  Keputusan  Tergugat  te rsebu t  je l as  merupakan  

keputusan  yang  t i dak  berdasar  dan  mengabaikan  fak ta -

fak ta  dan  bukt i - bukt i  yang  te l ah  di te l i t i  o leh  Tim 

Liku idas i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa  Keputusan  Tergugat  te rsebu t  dapat  menimbulkan  

kesu l i t a n  bag i  Penggugat  da lam  menja lankan  usaha  

Penggugat ,  karena  dengan  di t e r b i t k annya  Keputusan  

Tergugat  te r sebu t ,  maka  dikhawat i r k an  te r j ad i n ya  

pemblok i r an  atas  reken ing  Penggugat .  Sela i n  i t u  juga ,  

dengan  adanya  Keputusan  Terguga t  te r sebu t  membuat  nama 

baik  Penggugat  te rcemar  khususnya  d i  ka langan  rekan  

bisn i s  maupun  di  anta ra  lembaga- lembaga  Pemer in tah  

maupun swasta  yang te rka i t  dengan Penggugat  ; - - - -

18. Bahwa  dengan  d i t e rb i t k annya  Keputusan  Terguga t  
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te rsebu t ,  Penggugat  merasa  di rug i kan  kepent i ngannya ,  

seh ingga  patu t  dan  berdasar  bag i  Penggugat  untuk  

mengajukan  gugatan  a quo ,  sebaga imana  yang  di tegaskan  

dalam  Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  PTUN,  ya i t u  :  

- - - - - - - -

 “ (1 ) Orang  atau  badan  hukum perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  

te r t u l i s  kepada  pengad i l an  yang  berwenang  yang  

ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  

t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  

gant i  rug i  dan/a tau  

di rehab i l i t a s ”   ; - - - - - - - - - - - - -

I I I . KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  Pasa l  8  PERPU No.  49  Tahun  1960  ten tang  Pani t i a  

Urusan  Piu tang  Negara  ( ” PERPU No.  49” )  menyatakan   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ” Yang  dimaksud  dengan  piu tang  Negara  atau  hutang  kepada  

Negara  o leh  Pera tu ran  in i ,  ia l ah  jumlah  uang  yang  waj ib  

dibayar  kepada  Negara  atau  Badan- badan  yang  baik  secara  

langsung  atau  t i dak  langsung  d ikuasa i  o leh  Negara  

berdasarkan  suatu  Pera tu ran ,  per jan j i a n  atau  sebab  apapun”  

; - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  d i  atas ,  juga  di tegaskan  dalam PERPU No.  49,  

pada  Pasal  9  ayat  (1 ) ,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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(1 ) Penanggung  hutang  kepada  Negara  ia l ah  orang  atau  

Badan  yang  berhu tang  menuru t  per jan j i a n  atau  

pera tu ran  yang  bersangku tan  ; - - - - -

Bahwa SEAB ada lah  suatu  bank  swasta ,  seh ingga  k la im  adanya  

kewaj i ban  Penggugat  kepada  SEAB t i dak  ada ka i t annya  dengan  

kewaj i ban  kepada  negara .  Kla im  adanya  kewaj i ban  Penggugat  

kepada  SEAB t i dak  menyebabkan  adanya  kewaj i ban  Penggugat  

kepada  negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa da lam Pera tu ran  Menter i  Keuangan  No.  128/PMK.06/2007  

ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara  yang  te lah  diubah  dengan  

Pera tu ran  Menter i  Keuangan  No.  88/PMK.06/2009  ten tang  

Perubahan  atas  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  

128/PMK.06/2007  ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara  

(se lan j u t n ya  disebu t  sebaga i  “ PMK tentang  PUPN“ )  da lam 

Pasa l  1  angka  (1)  d i tegaskan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”1 . Piu tang  Negara  adalah  jumlah  uang  yang  waj ib  dibayar  

kepada  negara  atau  badan- badan  yang  baik  secara  

langsung  maupun  t i dak  langsung  d ikuasa i  o leh  negara ,  

berdasarkan  suatu  pera tu ran ,  per jan j i a n  atau  sebab  

apapun. “   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dalam  Keputusan  Tergugat  sama  seka l i  t i dak  

disebu tkan  sumber  piu tang  negara  yang  dimaksud,  apakah  

piu tang  te rsebu t  bersumber  dar i  suatu  per jan j i a n  ataupun  

suatu  per i s t i wa  hukum te r t en tu .  Faktanya  Penggugat  memang 

t i dak  memi l i k i  hutang  yang  dapat  d ik l a im  sebaga i  p iu tang  

Negara ,  sebaga imana  Keputusan  Tim 

Liku idas i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Halaman 13 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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Bahwa pasa l  5  ayat  (1 )  huru f  ”e ”  dan  (2 )  huru f  ”a ”  PMK 

ten tang  PUPN  menegaskan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

” (1 )  Resume berkas  kasus  Piu tang  Negara  yang  dise rahkan  

memuat  

in f o rmas i ;  . . .    ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              (E)  dasar  hukum ter jad inya  Piutang;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Dokumen- dokumen  yang  di l amp i r kan  da lam  penyerahan  

pengurusan   Piu tang  Negara  sebaga i  ber i ku t   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  per j an j i a n  kred i t ,  akta  pengakuan  hutang ,  

per j an j i a n ,  perubahan  per jan j i a n ,  kont rak ,  sura t  

per i n t ah  ker j a ,  keputusan  yang  di te rb i t k an  pejaba t  

yang  berwenang,  pera tu ran ,  putusan  pengad i l an  yang  

te l ah  berkekua tan  hukum te tap ,  dan/a tau  dokumen  

la i n  yang  membukt i kan  adanya  p iu tang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. reken ing  koran ,  pr ima  nota ,  mutas i  p iu tang ,  

fak tu r ,  reken ing ,  bukt i  tag ihan ,  dan/a tau  dokumen  

la i n  yang  dapat  membukt i kan  besarnya  piu tang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . dokumen  yang  te rka i t  dengan  Barang  Jaminan  dan  

pembebanannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

d. sura t  menyura t  anta ra  Penyerah  Piu tang  dan  

Penanggung  Hutang  dan/a tau  Penjamin  Hutang  yang  

berka i t an  dengan  upaya- upaya  yang  te lah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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di l aksanakan  da lam  rangka  penye lesa ian  

hutang . ”  ; - - - - - - -

Selan ju tnya  keten tuan  Pasal  24  PMK ten tang  PUPN in i  

menegaskan  : - - - - - - - - - - -

” Pani t i a  Cabang  menolak  penyerahan  pengurusan  Piu tang  

Negara  dengan  menerb i t kan  Sura t  Penolakan  Pengurusan  

Piu tang  Negara  dalam ha l  :  - - - - - - - - - -

a. ke lengkapan  syara t - syara t  penyerahan  pengurusan  

Piu tang  Negara  sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  4 dan  

Pasa l  5  t i dak  dapat  d ipenuh i  o leh  Penyerah  Piu tang ,  

seh ingga  t i dak  dapat  d ibuk t i k an  adanya  dan  besarnya  

Piu tang  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

b. Penyerah  Piu tang  dalam  waktu  1  (sa tu )  bu lan  se jak  

tangga l  sura t  permin taan  konf i rmas i  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (2 ) ,  t i dak  member ikan  

tanggapan ;  

dan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

c. Penyerah  Piu tang  bukan  berasa l  dar i  ins tans i  

pemer in tah  sebaga imana  d imaksud  dalam Pasal  3 ayat  (1 )  

dan  ayat  (2 )  dan  bukan  berasa l  dar i  badan- badan  usaha  

sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  3 ayat  (3 )  dan  Pasa l  

3  A. ”  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Pasa l  32  huru f  ”a ”  PMK ten tang  PUPN in i  juga  

menegaskan  :  - - - - - - - - - - - - -

” Pengembal i an  pengurusan  Piu tang  Negara  dapat  d i l akukan  

oleh  Pani t i a  Cabang  dalam  ha l  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 15 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Terdapat  keke l i r u an  Penyerah  Piu tang  karena  Penanggung  

Hutang  t i dak  mempunyai  kewaj i ban  yang  harus  

dise lesa i kan ; ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan - keten tuan  di  atas ,  Tergugat  t i dak  

dapat  menerb i t kan  Keputusan  Terguga t  tanpa  leb ih  du lu  

menel i t i  dokumen- dokumen yang  disebu tkan  pada  pasa l  5 PMK 

ten tang  PUPN.  Tergugat  t idak  dapat  menerbi tkan  Keputusan  

dimaksud  dan  bahkan  harus  menolak  pengurusan  piutang  

negara  j ika  t idak  ada  dokumen-dokumen yang  membuktikan  

adanya  hutang  Penggugat  dan  dokumen- dokumen  te rka i t  

la i nnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  hutang  kepada  Negara  

sebaga imana  has i l  pene l i t i a n  Tim  Liku idas i ,  karena  i t u  

apab i l a  Tergugat  menel i t i  berkas- berkas  dar i  Penyerah  

Hutang,  maka  Tergugat  seharusnya  t i dak  menerb i t k an  

Keputusan  Tergugat  karena  t i dak  te rbuk t i  atau  t i dak  adanya  

bukt i  yang  d isyara t kan  keten tuan  perundang- undangan  

ten tang  adanya  piu tang  Negara  dimaksud.  Sebal i knya  jus t r u  

te rbuk t i  bahwa  Penggugat  t i dak  memi l i k i  hutang ,  sesua i  

penegasan  Tim Liku idas i  se laku  pe jaba t  yang  memer iksa  dan  

menel i t i  da lam proses  l i ku i das i  SEAB dan  yang  melaporkan  

has i l  l i k u i das i  d imaksud  ; - - -

Berdasarkan  ura ian  d i  atas  je l as l ah  bahwa  penerb i t an  

Keputusan  Tergugat  ber ten tangan  dengan  keten tuan  

perundang- undangan  yang  ber laku .  Selan ju tnya ,  

d i t e rb i t k annya  Keputusan  Tergugat  juga  ber ten tangan  dengan  

keten tuan  Pasa l  60  ayat  (1 )  PMK  ten tang  

PUPN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Pasa l  60  ayat  (1 )  PMK ten tang  PUPN menegaskan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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“ ( 1)  Pani t i a  Cabang  menerb i t k an  Sura t  Keputusan  

Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara ,  da lam hal  Pernya taan  

Bersama t i dak  dapat  d ibua t  karena  :  - - - - - - -

a. Penanggung  Hutang  t i dak  mengaku i  jumlah  hutang  

baik  sebag ian  atau  se lu ruhnya ,  te tap i  t i dak  dapat  

membukt i kan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Penanggung  Hutang  mengaku i  jumlah  hutang ,  te tap i  

menolak  menandatangan i  Pernya taan  Bersama  tanpa  

alasan  yang  sah  ;   atau  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Penanggung  Hutang  t i dak  memenuhi  pangg i l an  

dan/a tau  pengumuman 

pangg i l an . ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  Pasa l  60  PMK ten tang  PUPN te rsebu t  d i  

atas ,  seharusnya  Tergugat  t i dak  menerb i t kan  Keputusan  

Tergugat  te r sebu t ,  karena  :  - - - - - - - - - - - - - - -

- Penggugat  te l ah  menanggap i  pangg i l an  KPKLN 

dan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penggugat  te l ah  menje laskan  dan  menyangka l / t i d a k  

mengaku i  adanya  hutang  sebaga imana  bukt i - bukt i  

yang  di t un j ukkan ,  khususnya  bukt i   berupa  

Keputusan  Tim 

Liku idas i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  Tergugat  te l ah  sangat  merug ikan  Penggugat  

yang  t i dak  memi l i k i  kewaj i ban ,  namun  dianggap  memi l i k i  

kewaj i ban  yang  berasa l  dar i  hutang  kepada  SEAB seh ingga  

Penggugat  d iwa j i b kan  membayar  kepada  negara ,  sebaga imana  

buny i  Keputusan  

Tergugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  Keputusan  Tergugat  yang  t i dak  sah  karena  

Halaman 17 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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melanggar  keten tuan  perundang- undangan  yang  ber l aku ,  te l ah  

sangat  merug ikan  Penggugat ,  maka patu t  dan  berdasar  bagi  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  perkara  aquo  untuk  

membata lkan  Keputusan  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

IV . KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM 

PEMERINTAHAN  YANG  BAIK 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa  Keputusan  Terguga t  juga  ber ten tangan  dengan  asas-

asas  umum  pemer in tahan  yang  ba ik ,  khususnya  karena  

Tergugat  t i dak  te l i t i  dan  t i dak  cermat  da lam  menel i t i  

permasa lahannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Sebaga imana  te l ah  dikemukakan  di  atas ,  sete lah  mener ima  

pangg i l an  dar i  KPKLN,  Penggugat  te lah  menje laskan  dan  

mengajukan  bukt i - bukt i  yang  menunjukkan  bahwa  Penggugat  

t i dak  memi l i k i  hutang  dimaksud.  Meskipun  demik ian ,  

Tergugat  langsung  sa ja  menerb i t kan  Keputusan  Tergugat  

te rsebu t ,  tanpa  leb ih  du lu  menel i t i  kembal i  

permasa lahannya .  Ter leb i h  lag i ,  berdasarkan  keten tuan  

pasa l  5  PMK ten tang  PUPN,  Keputusan  Tergugat   harus  

didasar i  dengan  adanya  bukt i - bukt i  yang  je l as  dan  lengkap  

yang  membukt i kan  adanya  hutang  

dimaksud   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  te l ah  t i dak  cermat  da lam  ber t i ndak  atau  

melanggar  Asas  Kecermatan  (Pr i nc i p l e s  of  Care fu l l n ess ) ,  

ya i t u  tanpa  menel i t i  ke lengkapan  dokumen  dan  tanpa  

memperhat i kan  adanya  Sura t  Keputusan  Tim  Liku idas i  yang  

membukt i kan  t i dak  adanya  hutang  
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Penggugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t i ndakan  Tergugat  te rsebu t  juga  te l ah  menimbulkan  

ket i dakpas t i an  hukum bag i  Penggugat ,  sebaga i  suatu  badan  

hukum  Indones ia  yang  berhak  mendapat  per l i ndungan  dan  

kepast i an  hukum.  Penggugat  te l ah  mendapat  penegasan  dar i  

pe jaba t  yang  melaksanakan  pemer iksaan  dalam  proses  

l i ku i das i  SEAB,  bahwa  Penggugat  t i dak  memi l i k i  hutang  

kepada  SEAB,  yang  dimaksud  sebaga i  p iu tang  Negara  dalam 

hal  in i ,  namun  tanpa  menel i t i  dan  memper t imbangkan  hal  

i t u ,  Tergugat  langsung  sa ja  menerb i t kan  Keputusan  Tergugat  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tergugat  te l ah  t i dak  cermat  dan  t i dak  melaksanakan  

kewenangannya  secara  patu t  dan  berdasar  yang  menyebabkan  

adanya  ket i dakpas t i an  hukum  bag i  Penggugat ,  karena  

Penggugat  yang  t i dak  memi l i k i  hutang  sebaga imana  diu ra i kan  

di  atas ,  kemudian  d iwa j i b kan  membayar  kepada  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t i ndakan  Tergugat  da lam  menerb i t kan  Keputusan  

Tergugat  te lah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan  juga  te lah  melanggar  asas- asas  

umum  pemer in tahan  yang  baik  sebaga imana  yang  te lah  

di t egaskan  da lam Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  a dan  b Undang-

undang  PTUN  yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

” Alasan- a lasan  yang  dapat  d igunakan  dalam  gugatan  

sebaga imana   dimaksud  pada  ayat  (1 )  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

Halaman 19 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
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ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik . ”    ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian ,  patu t  dan  berdasar  hukum bag i  Maje l i s  

Hakim untuk  membata lkan  Keputusan  Tergugat  atau  menyatakan  

Keputusan  Tergugat  te r sebu t  t i dak  

sah   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V.  PERMOHONAN  PENANGGUHAN 

PELAKSANAAN  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  karena  adanya  a lasan  mendesak  untuk  menangguhan  

pelaksanaan   Keputusan  Terguga t  te rsebu t  maka  Penggugat  

mohon  penangguhan  pelaksanaan  Keputusan  

Tergugat    ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Keputusan  Tergugat  te r sebu t  dapat  menimbulkan  kesu l i t a n  

bag i  Penggugat  dalam  menja lankan  usaha  Penggugat ,  karena  

dengan  di te rb i t k annya  Keputusan  Tergugat  te rsebu t ,  maka 

dikhawat i r k an  te r j ad i nya  pemblok i r an  atas  reken ing  

Penggugat .  Sela in  i t u  juga ,  dengan  adanya  Keputusan  

Tergugat  te rsebu t  membuat  nama  baik  Penggugat  te rcemar  

khususnya  d i  ka langan  rekan  b isn i s  maupun  di  anta ra  

lembaga- lembaga  yang  te rka i t  dengan  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa j i ka  Maje l i s  Hakim mengabulkan  permohonan  Penggugat ,  

ha l  i t u  t i dak  melanggar  kepent i ngan  umum dan  t i dak  akan  

menimbulkan  kerug ian  bag i  kepent i ngan  umum,  te r l eb i h  bi l a  

kemudian  te rbuk t i  bahwa Keputusan  Tergugat  te rsebu t  t i dak  

sah  karena  melanggar  undang- undang  dan t i dak  sesua i  dengan  
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fak tanya  sebaga imana  te l ah  Penggugat  ura i kan  pada bag ian  C 

di  atas   ; - - - - - - - - -

Permohonan  Penangguhan  Pelaksanaan  Keputusan  Terguga t  juga  

te lah  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  67  ayat  (2 ) ,  (3 )  dan  

(4 )  Undang- Undang  PTUN,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  (2 )    Penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  agar  

pe laksanaan   Keputusan  Tata  Usaha  Negara  i t u  

di tunda  se lama  pemer iksaan  sengke ta  Tata  Usaha  

Negara  sedang  ber ja l an ,  sampai  ada  putusan  

Pengad i l an  yang  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap  ; - - - -

   (3 )   Permohonan  sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  

(2 )  dapat  d ia j ukan  seka l i gus  dalam  gugatan  dan  

dapat  d ipu tus  te r l eb i h  dahu lu  dar i  pokok  

sengketanya   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

   (4 )   Permohonan  penundaan  sebaga imana  d imaksud  

dalam ayat  (2 ) : -

a.  dapat  d ikabu l kan  hanya  apab i l a  te rdapa t  

keadaan  yang    sangat   mendesak  yang  

mengak iba tkan  kepent i ngan  penggugat  sangat  

d i rug i kan  j i k a  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  diguga t  i t u  te tap  

di l aksanakan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. t i dak  dapat  d ikabu l kan  apab i l a  kepent i ngan  

umum da lam  rangka  pembangunan  mengharuskan  

di l aksanakannya  keputusan  

te rsebu t . ”    ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karena  i t u ,  berdasarkan  keten tuan  pasa l  67 ayat  2,  3 dan 4  

Undang- undang  PTUN,  sangat l ah  patu t  dan  bera lasan  apab i l a  

Halaman 21 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
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Penggugat  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar t a  untuk  mengeluarkan  Penetapan  Penangguhan  

Pelaksanaan  atas  Keputusan  Tergugat  Nomor  PJPN-

176/PUPNC.10.05 /2009  tangga l  6 Maret  2009  dan  Sura t  Paksa  

Nomor  SP-225/PUPNC.10/2009  tangga l  23  Maret  2009,  yang  

di t e rb i t k an  oleh  Tergugat  sampai  adanya  putusan  pengad i l an  

yang  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MAKA,  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  Penggugat  mohon 

agar  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  berkenan  memutus  

:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  PENANGGUHAN  PELAKSANAAN 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Mengabulkan  permohonan  penangguhan  Penggugat  ten tang  

pelaksanaan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  PJPN-

176/PUPNC.10.05 /2009  tangga l  6  Maret  2009,  ten tang  

Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara  Atas  Nama PT.  Tr i  

Rempoa  S.  S  dan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-

225/PUPNC.10/2009  tangga l  23  Maret  2009,  yang  

di te rb i t k an  oleh  

Tergugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  menangguhkan  Sura t  

Keputusan  Tergugat  Nomor  :  PJPN-176/PUPNC.10.05 /2009  

tangga l  6 Maret  2009,  ten tang  Penetapan  Jumlah  Piu tang  

Negara  Atas  Nama PT Tr i  Rempoa  S.  S.  dan  Sura t  Paksa  

Nomor  :  SP-225/PUPNC.10/2009  tangga l  23  Maret  2009  

Disclaimer
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sampai  adanya  putusan  pengad i l an  yang  mempunyai  

kekuatan  hukum 

te tap  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  

Tergugat  Nomor  :  PJPN-176/PUPNC.10.05 /2009  tangga l  6 

Maret  2009,  ten tang  Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara  

Atas  Nama PT Tr i  Rempoa S.  S dan  Sura t  Paksa  Nomor  :  

SP-225/PUPNC.10/2009  tangga l  23  Maret  2009,  yang  

di te rb i t k an  oleh  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Nomor  :  PJPN-176/PUPNC.10.05 /2009  tangga l  6 Maret  2009  

ten tang  Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara  Atas  Nama PT 

Tr i  Rempoa  S.  S.  dan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-

225/PUPNC.10/2009  tangga l  23  Maret  2009,  yang  

di te rb i t k an  oleh  

Tergugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  

perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Maje l i s  Hakim berpendapat  la i n ,  mohon putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  ( ex  aequo  et  

bono )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa pada  har i  s idang  yang  te l ah  

di ten tukan ,  ba ik  Penggugat  maupun  Tergugat  datang  menghadap  

Kuasa  Hukumnya  masing- masing  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  p ihak  

Tergugat  te lah  mengajukan  Jawabannya  te r t angga l  6  Agustus  

2009  dalam pers idangan  tangga l    6 Agustus  2009,  yang  is i nya  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAWABAN 

TERGUGAT   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I .  DALAM 

EKSEPSI   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bahwa  Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  

Penggugat  ba ik  pos i t a  maupun  pet i t umnya ,  kecua l i  

te rhadap  apa  yang  diaku inya  secara  

tegas  ; - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Eksepsi  Gugatan  Kurang  Pihak  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  

Lelang  (se lan j u t n ya  disebu t  “KPKNL”)  Jakar ta  V 

ada lah  merupakan  pe jaba t  pe laksana  admin is t r a s i  dar i  

Pani t i a  Urusan  Piu tang   Negara  (se lan j u t nya  disebu t  

“PUPN”)  Cabang  DKI  Jakar ta  te rhadap  proses  

pengurusan  yang  te l ah  dise rahkan  o leh  ins tans i  atau  

Badan- badan  Usaha  Mi l i k  Negara  berdasarkan  Undang-

Undang  Nomor  49  Prp.  Tahun  1960  ten tang  Pani t i a  

Urusan  Piu tang  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -
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b. Bahwa  Kantor  Pusat  Di rek to ra t  Jendera l  Kekayaan  

Negara  (se lan j u t nya  disebu t  “DJKN”)  se laku  Pener ima  

Hak  Tagih   berdasarkan  Ber i t a  Acara  Serah  Ter ima  

Depar temen  Keuangan  R. I .  dengan  Tim  Liku idas i  PT.  

Bank SEAB (da lam l i ku i das i )  tangga l  28 Agustus  2007,  

seh ingga  se lu ruh  hak,  manfaa t ,  dan  kepent i ngan  

la i nnya  yang  dimi l i k i  o leh  Pemegang  Hak  Tagih  

berdasarkan  suatu  per jan j i a n  kred i t  dan  dokumen 

jaminan  atas  nama Pemin jam  (deb i t u r )  ya i t u  PT.  Tr i  

Rempoa S.S.  ( i ncasu  Penggugat )   atas  jumlah  hutang  

te r t unggak  aktua l  se jumlah  Rp.  15.911 .385 .169 ,00  

( l ima  belas  mi lya r  sembi lan  ra tus  sebe las  ju ta  t i ga  

ra tus  delapan  puluh  l ima  r ibu  sera tus  enam puluh  

sembi lan  rup iah )  eks  p in j aman  da lam bentuk  fas i l i t a s  

kred i t .  Dengan  demik ian  sega la  kewenangan  yang  

tad inya  di tangan i  o leh  Tim Liku idas i  bera l i h  kepada  

Negara  Republ i k  Indones ia ,  yang  dalam  ha l  in i  

d i l aksanakan  oleh  Di rek to ra t  Jendera l  Kekayaan  

Negara  Depar temen  Keuangan  

R. I .   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

c . Bahwa sehubungan  dengan  te rsebu t  pada angka  2a dan b 

di  atas ,  suatu  hal  yang  ke l i r u  apab i l a  KPKNL Jakar ta  

V dan  Kantor  Pusat  DJKN  t i dak  dimasukkan  sebaga i  

p ihak  (Terguga t )  karena  kedudukan  KPKNL Jakar ta  V 

dan  DJKN berdasarkan  keten tuan  dalam  Pasa l  2  ayat  

(1 )  Pera tu ran  Pres iden  R. I .  No.  89  tahun  2006  

ten tang  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara ,  bahwa 

Pelaksanaan  Keputusan  PUPN dise lenggarakan  oleh  uni t  

organ isas i  d i  l i ngkungan  Depar temen  Keuangan  yang  

menangan i  b idang  piu tang  Negara ,  kemudian  

berdasarkan  Pera tu ran  Pres iden  No.  95  tahun  2006  

ten tang  Organ isas i  dan  Tata  Ker ja  ins tans i  ver t i k a l  

d i  l i ngkungan  Depkeu,  ins tans i  yang  menangan i  b idang  

Piu tang  Negara  ada lah  Di rek to ra t  Jendera l  Kekayaan  

Negara  c.q .  KPKNL  Jakar t a  
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V  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Bahwa dengan  demik ian  karena  Kanto r  Pusat  DJKN  dan  

KPKNL Jakar t a  V t i dak  d imasukkan  sebaga i  p ihak ,  maka 

gugatan  in i  menjad i  t i dak  sempurna  dan  harus  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima   (sesua i  

Yur i sp rudens i  MA No.  1424 K/S ip /1975  tangga l  08 Jun i  

1976  yang  menyatakan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“bahwa  t idak  dapat  di te r ima  gugatan  in i   adalah  

karena  kesalahan  formi l  mengenai  pihak  yang  

seharusnya  digugat  akan  te tap i  belum  digugat”  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Eksepsi  Gugatan  Bukan  Obyek  TUN 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Bahwa  yang  menjad i  obyek  sengke ta  a  quo 

ada lah  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1)  Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  :  PJPN  – 

176/PUPNC.10.05 /  2009  tangga l  06  Maret  2009  

ten tang  Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara  atas  nama 

PT.  Tr i  Rempoa 

S.S.   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2)  Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  Nomor  :  SP-

225/PUPNC.10/  2009  tangga l  23  Maret  2009  ten tang  

Sal i nan  Sura t  Paksa   ; - - - - - - - - - -

b. Bahwa  kedua  Sura t  Keputusan  TUN yang  di te r b i t k an  

oleh  Tergugat   ada lah  merupakan  Keputusan  ber lan j u t  

seh ingga  yang  seharusnya  d iguga t  ada lah  Sura t  

Keputusan  yang  te rb i t  te rakh i r  ya i t u  Sura t  Keputusan  

Nomor  :  SP-225/PUPNC.10/2009  tangga l  23  Maret  

2009 ; - -

Disclaimer
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c. Bahwa  Sura t  Paksa  berkepa la  i r ah - i r ah  Atas  Nama 

” Keadi lan ”  dan   ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA”  berdasarkan  keten tuan  dalam Pasa l  6 

ayat  1  Undang- undang  Nomor  :  49  Prp.  Tahun  1960  

ten tang  Pani t i a  Urusan  Piu tang   Negara  beser ta  

pen je lasan ,  dan oleh  karena  i t u  Sura t  Paksa  ber t i t e l  

Demi  Keadi l an  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa 

maka mempunyai  kekuatan  yang  sama Grosse  Akta  dar i  

Keputusan  Pengadi l an  dalam  perkara  

perda ta   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  maka   Sura t  

Paksa  t i dak  dapat  d i te r ima  sebaga i   obyek  sengke ta  

di  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  karena  bukan  

merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

di ten tukan  dalam Pasa l  1 but i r  3 Undang- undang  Nomor  

5 tahun  1986 yang  te l ah  d i rubah  dengan  Undang- undang  

Nomor  :  9  tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  seh ingga  di l ua r  Yur i sd i k s i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  namun  te rmasuk  dengan  apa  yang  

dimaksudkan  dalam  Pasa l  2  huru f  e  UU No.  5  tahun  

1986  jo .  UU No.  9  tahun  2004  yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”Tidak  termasuk   dalam  pengert i an  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  menurut  Undang- undang  in i  adalah  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dike luarkan  atas  

dasar  hasi l  pemeriksaan  badan peradi lan  berdasarkan  

ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang ber laku”  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e.  Berdasarkan  ura ian  dan  alasan  hukum di  atas ,  

maka  sudah  sepatu tnya l ah  gugatan  Penggugat  

dinya takan  di to l a k  atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  
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t i dak  dapat  d i te r ima  (N ie t  Onvanke l i j k  Verk laa rd /NO)  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM 

PENUNDAAN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bahwa Terguga t  dengan  tegas  menolak  se lu ruh  dal i l -

da l i l  Penggugat   pada  angka  V  pos i t a  Permohonan 

Penangguhan  Pelaksanaan  Keputusan  Terguga t ,  dengan  

alasan  ak iba t  d ike lua r kannya  Keputusan  Tergugat  membuat  

nama baik  Penggugat  te rcemar  di  ka langan  rekan  bisn i s  

maupun  di  anta ra  lembaga- lembaga  yang  te rka i t  dengan  

Penggugat  ; - - - - - - -

2. Bahwa  da l i l - da l i l  Penggugat  merupakan  alasan  yang  

sangat  mengada- ada  dan  t i dak  dapat  d ibenarkan  seh ingga  

sudah  seharusnya  di to l a k .  Sebaga imana  k i t a  ketahu i  

bersama  bahwa  Penggugat  disamping  memi l i k i  hutang  

kepada  Negara  dalam  perkara  a  quo  sebesar  Rp.  

17.502 .523 .685 ,90  ( tu j uh  belas  mi lya r  l ima  ra tus  dua  

ju t a  l ima  ra tus  dua  pu luh  t i ga  r i bu  enam ra tus  delapan  

puluh  l ima  90/100  rup iah ) ,  per lu  kami  in fo rmas i kan  juga  

memi l i k i   hutang / t unggakan  la i n  kepada  Negara  c.q .  Bank  

BNI  c.q .  PUPN se jumlah  Rp.  125.460 .801 .738 ,00  (se ra tus  

dua  puluh  l ima  mi lya r  empat  ra tus  enam puluh  ju ta  

de lapan  ra tus  satu  r i bu  tu juh  ra tus  t i ga  puluh  delapan  

rup iah )  dan  US$ 3,982 ,275 .74  ( t i g a  ju ta  sembi l an  ra tus  

delapan  puluh  dua  r i bu  dua  ra tus  tu j uh  puluh  l ima  koma 

74  dola r  Amer ika  

Ser i ka t )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa gugatan  Penggugat  atas  hutang  kepada  Negara  c.q .  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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Bank  BNI  c.q .  PUPN se jumlah  Rp.  125.460 .801 .738 ,00  dan  

US$ 3,982 ,275 .74  sebaga imana  diu ra i kan  pada  poin t  2 d i  

atas ,    di to lak  oleh  Mahkamah Agung R. I .   da lam putusannya   

reg i s t e r  perkara    Nomor  :  29  K/TUN/2008    jo .   

65/B/2007 /PT.TUN.JKT  jo .  135/G/2006 /PTUN.JKT dan  saat  

in i  Penggugat  masih  melakukan  PK.  Dengan demik ian  dal i l  

Penggugat  menyangkut  pencemaran  nama  baik  sangat  

mengada- ada  dan  t i dak  sesua i  dengan  fak ta  hukum 

sebenarnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

4. Bahwa  Ind rohar t o . ,  da lam  bukunya  ”Usaha  Memahami  

Undang- Undang Ter tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  Buku  

I I ,  ha laman  211  dan  sete rusnya  menyatakan  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

”Ukuran  atau  fak to r - fak to r  yang  per lu  dipe rha t i k an  

untuk  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  penundaan  

pelaksanaan  keputusan  TUN  yang  d iguga t  i t u  

ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Harus  di l akukan  per t imbangan- per t imbangan  mengenai  

kepent i ngan - kepent i ngan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

b. Sempurna  t i daknya  permohonan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Sikap  Penggugat  da lam  menentukan  fak ta -

fak ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Kepent i ngan  Penggugat  yang  sangat  

mendesak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Peni l a i an  sementa ra  mengenai  pokok  

perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bahwa keten tuan  Pasa l   67  ayat  (2 )  Undang- Undang  

Halaman 29 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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Nomor   5  tahun  1980  jo .  Undang- Undang  Nomor  9  tahun  

2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  menyatakan  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

”Penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  penundaan  agar  

pe laksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  i t u  d i t unda  

se lama  pemer iksaan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  sedang  

ber ja l an ,  sampai  ada putusan  Pengad i l an  yang  mempero leh  

kekuatan  hukum 

te tap ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Selan ju t nya ,  Pasa l  67  ayat  (4 )  huru f  b  Undang- Undang  

Nomor   5  tahun  1980  jo .  Undang- Undang  Nomor  9  tahun  

2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  menyatakan  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

”Permohonan Penundaan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  

(2 )  t idak  dapat  dikabulkan  apabi la  kepent ingan  umum 

dalam rangka  pembangunan  mengharuskan  di laksanakannya  

keputusan tersebut” .

7. Bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Nomor  :  PJPN – 176/  

PUPNC.10.05 /2009  tangga l  06  Maret  2009   ten tang  

Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara  atas  nama  PT.   Tr i  

Rempoa  S.S.  dan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-

225/PUPNC.10/2009  tangga l  23  Maret  2009  harus  

di l aksanakan  karena  keputusan  a  quo  ada lah  sebaga i  

upaya  hukum penag ihan   PIUTANG NEGARA yang  has i l n ya  

sebaga i  Pener imaan  Negara  yang  sangat  d ipe r l ukan  untuk  

kepent i ngan  nas iona l  da lam  rangka  

pembangunan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Dengan demik ian ,  apab i l a  pemohonan penundaan  dikabu l kan  

oleh  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Jakar t a ,  maka  Penggugat   d ikhawat i r k an  t i dak  memi l i k i  

i t i k ad  baik  seh ingga  PIUTANG  NEGARA  sebesar  R  p.   

17.502 .523 .685 ,90   ( tu j uh  belas  mi lya r  l ima  ra tus  dua  

ju ta  l ima  ra tus  dua  puluh  t i ga  r i bu  enam ra tus  delapan  

puluh  l ima  90/100  rup iah )  te rmasuk  Biaya  Admin is t r a s i  

Pengurusan  Piu tang  Negara  sebesar  10% MENJADI  TIDAK 

DAPAT TERTAGIH  seh ingga  merug ikan  potens i  pener imaan  

Negara  yang  sangat  d ipe r l u kan  dalam rangka  pembangunan  

(adanya  kepent i ngan  

umum)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9. Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka dengan  

in i  Tergugat  memohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  a  quo  untuk  menyatakan  menolak  permohonan  

penangguhan  yang  d imohonkan  

Penggugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM  POKOK  PERKARA 
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -

1.  Bahwa  Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  

Penggugat  ba ik  da lam  pos i t a  maupun  pet i t umnya  kecua l i  

ha l - ha l  yang  diaku i  secara  tegas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  Penggugat  

da lam  pos i t a   angka  I I  mengena i  la ta r  be lakang  dan  

dasar - dasar  gugatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Adapun  alasan  peno lakan  dal i l - da l i l  Tergugat  d imaksud  

sebaga imana  diu ra i kan  mengena i  Lata r  Belakang  

Pengurusan  Piu tang  Negara  oleh  Pani t i a  Urusan  Piu tang  

Negara  ( in  casu  Terguga t )   sebaga i  ber i ku t  :   - - - - - - -

Halaman 31 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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a. Bahwa Piu tang  Negara  yang  d ise rahkan  oleh  Depar temen  

Keuangan  c.q .  Di rek to ra t  Jendera l  Kekayaan  Negara  

(DJKN)  berdasarkan  Sura t  Penyerahan  No.  S-

7462/KN/2008  tg l .  16  Desember  2008  per iha l  

Penyerahan  Pengurusan  Piu tang  Negara  an.  Debi tu r  PT.  

Tr i  Rempoa  Solo  Synte t i c s  merupakan  t i ndak  lan ju t  

Penye lesa ian  aset  Bank  Dalam  Liku idas i  yang  te lah  

dia l i h kan  hak  tag ihnya  kepada  Pemer in tah  c.q .  

Depar temen  Keuangan  c.q .  

DJKN  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

b. Bahwa Piu tang  Negara  atas  nama PT.  Tr i  Rempoa S.S.  

berasa l  dar i  eks  nasabah  PT.  Bank  SEAB  (Da lam 

Liku idas i /DL )  yang  berdasarkan  pera l i han  hak  tag ih  

(cess ie )   te rhadap  hutang  deb i t u r  PT.  Tr i  Rempoa 

S.S.  karena  di l i k u i d as i n ya  PT.  Bank  Paci f i c  (DL)  

dan  Pemer in tah  dalam  ha l  in i  Depar temen  Keuangan  

R. I .  te lah  member ikan  dana ta l angan  untuk  pembayaran  

nasabah  peny impan  dana  pada  bank  SEAB 

(DL)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Bahwa PT.  Bank SEAB (DL)  te l ah  dicabu t  i j i n  usahanya  

berdasarkan  Keputusan  Menter i  Keuangan  R. I .  Nomor  :  

536/KMK.017 /1997  tangga l  1  November  1997  ten tang  

Pencabutan  I j i n  Usaha  PT.  Bank  SEAB  (DL)  yang  

di l an j u t k an  dengan  proses  

l i k u i das i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Bahwa  PT.  Bank  SEAB  (DL)  ada lah  pener ima  dana  

ta l angan  dar i  Pemer in tah  R. I .  c .q .  Bank  Indones ia  

ba ik  berupa  dana  ta l angan  rup iah  maupun  dana  

ta l angan  va lu ta  as ing  sebaga i  pembayaran  PT.  Bank  

SEAB  (DL)  kepada  para  nasabah  peny impan  dana  

dan/a tau  kred i t u r ,  dan  karenanya  dana  ta l angan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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te rsebu t  merupakan  hutang  PT.  Bank  SEAB (DL)  kepada  

Bank  Indones ia  seh ingga  dengan  demik ian  harus  

di l unas i  o leh   PT.  Bank  SEAB 

(DL)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Bahwa berdasarkan  akta  penyerahan  dan penga l i han  hak  

(cess ie )  te r t angga l  22- 2- 1999  Nomor  70  anta ra  Bank  

Indones ia  dengan  Pemer in tah  R. I .  q.q .  Badan 

Penyehatan  Perbankan  Nasiona l  (BPPN),  hak  atas  

piu tang  Bank  Indones ia  kepada  PT.  Bank  SEAB (DL)  

te l ah  dia l i h kan  dar i  Bank  Indones ia  kepada  

Pemer in tah  R. I   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Bahwa upaya  penye lesa ian  proses  l i ku i das i  te rsebu t  

te l ah  mela lu i  proses  per t imbangan  dan  pembahasan  

anta ra  Bank  Indones ia  dengan  Pemer in tah  cq.  

Depar temen  Keuangan  dan  Tim Liku idas i  PT.  Bank  SEAB 

(DL)  yang  anta ra  la i n  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Surat  Gubernur  Bank  Indones ia  kepada  Menter i  

Keuangan  Nomor  :  6/4 /GBI /DPIP  tg l .  6  Jun i  2004  

ten tang  Penye lesa ian  akh i r  l i k u i das i  16  Bank  

dalam Liku idas i  dan Sura t  Menter i  Keuangan  kepada  

Gubernur  Bank  Indones ia  Nomor  :  S- 319/MK.06 /2004  

tg l .  18 Oktober  2004 ten tang  Penye lesa ian  16 Bank  

Dalam Liku idas i ,  yang  pada in t i n ya  s isa  aset  bank  

dalam  l i ku i das i  d ise rahkan  kepada  Pemer in tah  

se laku  kred i t u r  mayor i t a s  bank  da lam  l i k u i das i  

sebaga i  t i ndak  lan ju t  atas  pelaksanaan  cess ie  

berdasarkan  Akta  Cess ie  yang  di tanda tangan i  

Pemer in tah  qq.  BPPN dan  Bank  Indones ia  pada  tg l .  

22  Februar i  1999  sebe lum  di l akukan  Rapat  Umum 

Pemegang Saham  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Surat  Keputusan  bersama 

Menter i  Keuangan  dengan  

Halaman 33 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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Gubernur  Bank  Indones ia  

Nomor  :   209/KMK.06/2005  

tangga l  29 Apr i l   2005

                                         7/23KRP.
GB/2005

ten tang  Pembentukan  Tim  Koord inas i  Penye lesa ian  

Beberapa  Permasa lahan  di  Bidang  Keuangan  

Depar temen  Keuangan  dan  Bank  Indones ia .  Dengan  

SKB te rsebu t  te l ah  d iben tuk  Sub  Tim  Pelaksana  

Penye lesa ian  16  Bank  Dalam  L iku idas i  yang  

ber tugas  mempers iapkan  serah  te r ima  asset  15 Bank  

Dalam Liku idas i  kepada  Pemer in tah  cq.  Depar temen 

Keuangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Laporan  Hasi l  Pemer iksaan  (LHP)  

Badan  Pemer iksa  Keuangan  te rhadap  

Pengembal i an  Dana  Bantuan  

Liku id i t a s  Bank  Indones ia  (BLBI )  

pada  15  Bank  Dalam  Liku idas i  

Nomor  :  01/X I I / 02 / 2006      tg l .  6 

Februar i  2006,  yang  sa lah  satu  

rekomendas inya  menyarankan  

Pemer in tah  dan  Bank  Indones ia  

mengambi l  langkah- langkah  konkr i t  

mengenai  penye lesa ian  tugas  Tim 

Liku idas i  Bank  Dalam  Liku idas i  

te rmasuk  kemungk inan  mengambi l  a l i h  

s isa  aset  yang  masih  te rs i s a  di  

Bank  Dalam  Liku idas i  untuk  

menyelesa i kan  kewaj i ban  dalam 

rangka  memin ima lkan  kerug ian  negara  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

g.  Berdasarkan  keten tuan  dalam  Pasal  17  ayat  3 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  25   tahun  1999  ten tang  

Disclaimer
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Pencabutan  Iz i n  Usaha,  Pembubaran ,  dan  Liku idas i  

Bank  di te t apkan  bahwa  “Lembaga  yang  da lam  

kedudukannya  membayar  te r l eb i h  dahu lu  sebag ian  atau  

se lu ruh  hak  nasabah,  maka kedudukan  lembaga  te rsebu t  

menggant i kan  kedudukan  nasabah  peny impan  dana” .  

Pemer in tah  R. I .  merupakan  lembaga  yang  da lam 

kedudukannya  te l ah  membayar  te r l eb i h  dahu lu  sebag ian  

atau  se lu ruh  hak  nasabah  peny impan  dana,  seh ingga  

dengan  demik ian  kedudukan  Negara  Republ i k  Indones ia  

menggant i kan  kedudukan  nasabah  peny impan  

dana ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  1  dan  Pasal  10  

dar i  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  25   Tahun  1999  

ten tang  Pencabutan  Iz i n  Usaha,  Pembubaran ,  dan  

Liku idas i  Bank  dia tu r  keten tuan  ten tang  Tim 

Liku idas i  bank  yang  dicabu t  i z i n  usahanya,  d imana  

dalam pe laksanaan  tugasnya  Tim Liku idas i   berwenang  

untuk  mewaki l i  bank  da lam l i k u i das i  da lam sega la  ha l  

yang  berka i t an  dalam penye lesa ian  hak  dan  kewaj i ban  

bank  te rsebu t .  Selan ju tnya  dalam Pasa l  16  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  25  Tahun  1999  dia tu r  Penye lesa ian  

hak  dan  kewaj i ban  sebaga i  ak iba t  dar i  pembubaran  

badan  hukum  bank  yang  d i l akukan  dengan  cara  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

1) Penca i ran  har ta  dan/a tau  penag ihan  piu tang  kepada  

deb i t u r ,  d i i ku t i  dengan  pembayaran  bank  kepada  

kred i t u r  dar i  has i l  penca i ran  dan/a tau  penag ihan  

te rsebu t ,  atau  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Pengal i han  se lu ruh  har ta  dan  kewaj i ban  bank  

kepada  p ihak  la i n  yang  dise tu j u i  Bank  

Indones ia  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Halaman 35 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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i . Bahwa  penga l i han  hak   tag ih  (cess ie )  dar i  Tim 

Liku idas i  PT.  Bank  SEAB (DL)   bera l i h  kepada  Negara  

Republ i k  Indones ia ,  yang  da lam  hal  in i  penga l i han  

atas  tag ihan  akan  diu rus  dan  d i l aksanakan  o leh  

Di rek to ra t  Jendera l  Kekayaan  Negara  Depar temen  

Keuangan  R. I .  Menuru t  keten tuan  Pasal   1  Undang-

Undang  Nomor  17  tahun  2003  ten tang  Keuangan  Negara  

menyatakan  bahwa :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Keuangan  Negara  adalah  semua  hak  dan  kewaj i ban  

negara  yang  dapat  d in i l a i  dengan  uang,  ser ta  sega la  

sesuatu  ba ik   berupa  uang  maupun berupa  barang  yang  

dapat  d i j ad i kan  mi l i k  negara  berhubung  dengan  

pelaksanaan  hak  dan  kewaj i ban  

te rsebu t ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

j . Bahwa  penyerahan  semua  asset  PT.  Bank  SEAB (DL)  

kepada  DJKN  Depar temen  Keuangan  R. I .  d i l akukan  

sebaga i  pembayaran  atas  hutang  PT.  Bank  SEAB (DL)  

kepada  Negara  Republ i k  Indones ia .  Dengan  demik ian ,  

maka  se lu ruh  aset - aset  te rmasuk  kred i t  macet  yang  

dia l i h kan  dar i  Pemegang  Hak  Tagih  kepada  Pener ima  

Hak  Tagih  adalah  kekayaan  negara  berupa  keuangan  

negara  yang  belum  dica i r kan ,  te rmasuk  tag ihan  

te rhadap  PT.  Tr i  Rempo  S.S.  ( i n  casu  

Penggugat )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

k . Kemudian  berdasarkan  Akta  Pengal i han  Hak dan Tagihan  

Nomor  384  tg l .  28  Agustus  2007   aset - aset  te rmasuk  

kred i t  macet  atas  nama     PT.  Tr i  Rempoa  S.S.  

bera l i h  kepada  Di rek to ra t  Jendera l  Kekayaan  Negara  

yang  merupakan  Piu tang  Negara  dan  se lan ju t nya  

pengurusan  di l aksanakan  oleh  PUPN ( in  casu  Terguga t )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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l . Bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasal  8  Undang- Undang  

Nomor  49  Prp .  Tahun  1960  ten tang  Pani t i a  Urusan  

Piu tang  Negara  (PUPN)   : - - - - -

“P iu tang  Negara  atau  Hutang  kepada  Negara  oleh  

pera tu ran  in i ,  ia l ah  jumlah  uang  yang  waj ib  dibayar  

kepada  Negara  baik  langsung  atau  t i dak  lansung  

berdasarkan  suatu  pera tu ran ,  per jan j i a n ,  atau  sebab  

apapun”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  te rhadap  aset - aset  berupa  Piu tang  

Macet  berdasarkan  pera l i h an  dar i  Pemegang  Hak Tagih  

kepada  Pener ima  Hak  Tagih  di l akukan  pengurusan  

piu tang  mela lu i  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  (PUPN)  

sebaga i  bentuk   pe lunasan  hutang  PT.  SOUTH EAST ASIA  

BANK  (Da lam  Liku idas i )  kepada  Negara  Republ i k  

Indones ia   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

m. Berdasarkan  ura ian  pada  huru f   a – l  d i  atas ,  je l as  

la ta r  be lakang  adanya  penag ihan  PIUTANG NEGARA oleh  

Depar temen  Keuangan  c.q .  DJKN c.q .  PUPN ( i n  casu  

Tergugat )  se laku   Pemegang  Hak  Tagih  berdasarkan  

suatu  per jan j i a n  kred i t  dan  dokumen  jaminan  atas  

nama Pemin jam  (deb i t u r )  ya i t u  PT.  Tr i  Rempoa  S.S.  

( i ncasu  Penggugat )   atas  jumlah  hutang  te r t unggak  

aktua l  se jumlah  Rp.  15.911 .385 .169 ,00  ( l ima  belas  

mi lya r  sembi lan  ra tus  sebe las  ju ta  t i ga  ra tus  

delapan  puluh  l ima  r i bu  sera tus  enam pu luh  sembi lan  

rup iah )  eks  pin j aman  da lam  bentuk  fas i l i t a s  

kred i t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

n. Bahwa  apa  yang  te lah  Tergugat  ura i kan  di  atas  

seka l i gus  sebaga i  bantahan  atas  dal i l  Penggugat  pada  

Halaman 37 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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pos i t a  angka  I I I  yang  menyatakan  bahwa  Bank  SEAB 

ada lah  suatu  bank  swasta ,  seh ingga  k la im  adanya  

kewaj i ban  Penggugat  kepada  Bank  SEAB  t i dak  ada  

ka i t annya  dengan  kewaj i ban  kepada  negara .  Kla im  

adanya  kewaj i ban  Penggugat  kepada  Bank  SEAB t i dak  

menyebabkan  adanya  kewaj i ban  Penggugat  kepada  

negara .  Dengan  demik ian ,  da l i l - da l i l  Penggugat  

dimaksud  ada lah  mengada- ada  seh ingga  per lu  

dikesampingkan .  Untuk  se lan ju t nya  k i ranya  Yang Mul ia  

Maje l i s  Hakim  yang  menangan i  perkara  a  quo  dapat  

menolak  gugatan  

Penggugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

4. Bahwa  Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  Penggugat  

pada  angka  I I .  5.  huru f  a  s.d .  e,   dan angka  6 s.d .  8  

pos i t a  gugatan .  Bahwa  da l i l - da l i l  Penggugat  dimaksud  

ada lah  ke l i r u  dan  t i dak  berdasar  sama seka l i  seh ingga  

per lu  dikesampingkan .   Oleh  karena  te l ah  nyata  dan  

je l as  Penggugat  memi l i k i  jumlah  hutang  te r t unggak  

aktua l  se jumlah                           Rp.  

15.911 .385 .169 ,00  ( l ima  belas  mi lya r  sembi l an  ra tus  

sebe las  ju ta  t i ga  ra tus  de lapan  puluh  l ima  r i bu  sera tus  

enam  puluh  sembi l an  rup iah )  merupakan  eks  pin j aman  

dalam bentuk  fas i l i t a s  kred i t .   Didasarkan  atas  fak ta -

fak ta  hukum  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

a. Persetu juan  Membuka  Kredi t  Nomor  :  CD.5009/B.Pst  

tanggal  08  November  

1991  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i ) Per jan j i a n  Kred i t  yang  dibua t  

anta ra  PT.  Tr i  Rempoa S.S.  ( i n  

casu  Penggugat )  dengan  PT.  Bank  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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SEAB  (DL)  yang  secara  je l as  

menunjukkan  bahwa  Penggugat  

atas  nama  Sudjono   ber t i ndak  

untuk  dan  atas  nama  PT.  Tr i  

Rempoa  S.S. ,  d imana  hal  in i  

dapat  secara  je l as  dike tahu i  

dar i  ka l ima t  pada  halaman  1 

Per jan j i a n  Kred i t   te rsebu t  

te rdapa t  ka l ima t  yang  

berbuny i  :  ” . . . . . . . . Bank  dengan  

in i  member ikan  p in j aman  

uang/ fas i l i t a s  kred i t  h ingga  

jumlah  Rp.  3.000 .000 .000 , -  

( t i g a  mi lya r  

rup iah ) . . . . . . ” .   ; - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i ) Bahwa  t i ap - t i ap  dan  semua 

keten tuan  Per jan j i a n  Kred i t  

mengika t  kedua  belah  p ihak ,  in  

casu  PT.  Tr i  Rempoa  S.S.  yang  

diwak i l i  o leh  Penggugat  dengan  

PT.  Bank  SEAB  (DL) ,  sebaga i  

undang- undang,  sebaga imana  

dia tu r  da lam  pasa l  1338  Ki tab  

Undang- undang  Hukum  Perdata  

(KUH  Perdata ) ,  se lan ju t nya  

diku t i p  di  bawah 

in i   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Pasa l  1338  KUH  Perda ta  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

“Semua  per j an j i a n  yang  dibua t  secara  sah  

ber laku  sebaga i  Undang- undang  bagi  mereka  yang  
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JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya” .  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i i ) Bahwa dengan  adanya  Fakta  Hukum 

Perse tu j uan  Membuka  Kred i t  

Nomor  :  CD.5009/B .Ps t   tangga l  

08  November  1991,  pada 

hak ika tnya  merupakan  Per jan j i a n  

Pin jam  Memin jam   sebaga imana  

dia tu r  da lam  KUH 

Perdata  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Subekt i  (1991:3 )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

“Da lam bentuk  apapun  juga  pember ian  kred i t  i t u  

d iadakan ,  da lam  semuanya  i t u  pada  hak ika tnya  

yang  te r j ad i  ada lah  suatu  per jan j i a n  Pin jam  

Memin jam  sebaga imana  dia tu r  da lam  KUH Perdata  

Pasa l  1754  sampai  1769”  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mariam Darul  Badrulzaman (1993  :  7- 8 dan 1994 :  

110- 111)  ; -

“Dar i  rumusan  yang  te rdapa t  da lam Undang- undang  

Perbankan  mengenai  Per jan j i a n  Kred i t  dapat  

d is impu l kan  bahwa  dasar  Per jan j i a n  Kred i t  

ada lah  Per jan j i a n  Pin jam  Memin jam di  da lam KUH 

Perdata  Pasa l  1754.  Per jan j i a n  Kred i t  in i  

merupakan  per jan j i a n  yang  bers i f a t  r i i l ,  ya i t u  

bahwa  te r j ad i n ya  Per jan j i a n  Kred i t  d i t en tukan  

oleh  penyerahan  “Uang”  oleh  Bank  kepada  

nasabah”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian ,  je l as  dan  t i dak  te rban tahkan ,  PT.  
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Tr i  Rempoa  S.S.  ( i n  casu  Penggugat )  mener ima  

fas i l t a s  kred i t  dar i  PT.  Bank  SEAB.    Hal  in i  

d ipe rkua t  o leh  Sura t  Penyataan  dar i  Di reks i  PT.  Bank  

SEAB dan  SOEJONO dar i  PT.  Tr i  Rempoa  S.S.   yang  

dibua t  tangga l  16 Maret  1993,  yang   menyatakan  bahwa 

Per jan j i a n  Kred i t  yang  dibua t  o leh   PT.  Bank  SEAB 

dan  Tr i  Rempoa S.S.   yang  di tanda tangan i  tahun  1991  

lewat  outs tand ing  s.d .  6  September  1992  se jumlah  

Rp.  3.600 .000 .000 , -  dan  Rp.  1.007 .161 .000 , -  adalah  

bag ian  dar i  Sura t  Sanggup/Aksep /Promes  atau  SBPU 

dar i  PT.  Bank  SEAB  No.13 / IX /  1991,  seh ingga  

penye lesa i annya  d ise lesa i kan  dengan  SBPU  yang  

dimaksud  d i  

atas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Surat  Jaminan  Pribadi  Sudjono  Hal im   tanggal  18 

Desember 1991;

Berdasarkan  sura t  Jaminan  Pr ibad i  dar i  Sujono  Hal im  

tangga l  18  Desember  1991,  te rdapa t  ka l ima t  berbuny i  

……..  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Pen jamin  menerangkan  bahwa  anta ra  PT.  Tr i  Rempoa  

S.S.  berkedudukan  d i  Ja lan  Raya  Rempoa  Ciputa t  

Tangerang    se lan ju tn ya  disebu t  “DEBITUR”  dengan  

SOUTH EAST ASIAN  BANK se lan ju t nya  disebu t  “BANK”  

te l ah  diadakan  Per jan j i a n  Kred i t .  Penjamin  

berkehendak  menjamin  Debi tu r  te rsebu t  atas  hutang-

hutangnya  lepada  Bank  tesebu t ,  ser ta  

ber tanggung jawab  sepenuhnya  untuk  membayar  se lu ruh  

hutang  pokok  atau  s isa  hutang  pokok  apab i l a  te lah  

diangsur  ser ta  bunganya  yang  dibebankan  Bank  

te rsebu t  sebaga i  

hutang”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 41 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
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c.  Surat  Persetu juan  Komisar is  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  sura t  perse tu j uan  komisar i s  PT.  Tr i  

Rempoa S.S.  tg l .  18 Desember  1991,  Sdr .  Ti j an  Ananto  

yang  bera lamat  di  J l .  Kebahag iaan  No.  48  Rt .  004/01  

Krukut  Jakar ta ,  se laku  Dewan  Komisar i s  PT.  Tr i  

Rempoa S.S.  te l ah  member ikan  perse tu j uan  sepenuhnya  

kepada  Di reks i  Perseroan  yang  d iwak i l i  o leh  Sdr .  

Sudjono  Hal im  untuk  menandatangan i  akta  per jan j i a n  

kred i t  ber i ku t  acceso i r nya  sehubungan  dengan  

pember ian  fas i l i t a s  kred i t  o leh  South  East  Asia  Bank  

kepada  PT.  Tr i  Rempoa 

S.S  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Surat  –  Aksep   No.  5009/X I /K /SEAB/91   tanggal  08  

November 1991.  

( i )  Secara  je l as  Sura t  Sanggup  te rsebu t  d i  

atas  menyatakan  : - - - - - - -

“Yang  ber tanda  tangan  di  bawah  in i  Sudjono ,  

ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama PT.  Tr i  Rempoa  

S.S.  dengan  Sura t  Sanggup  in i  ber j an j i  dengan  

t i dak  bersyara t  membayar  kepada  PT.  South  East  

Asia  Bank  se jumlah  uang  Rp.  3.000 .0000 .000 , -  

( t i g a  mi lya r  

rup iah ) . . . . ” .  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Sura t  Sanggup  in i  d ike lua r kan  dengan  keten tuan  

“ tanpa  pro tes  non pembayaran”  dan “ tanpa  biaya”  

menuru t  pasa l  176  KUHD  dan  pasa l   145  

KUHD ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

( i i ) Secara  je l as  Sura t  Sanggup  d ibe r i  matera i  

yang  di tanda tangan i  o leh  
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Penggugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i i )  Berdasarkan  Sura t  Sanggup  te rsebu t  d i  

atas ,  maka  secara  je l as  dan  tanpa  dapat  

d ipungk i r i  lag i  dengan  alasan  apapun  juga  te l ah  

te rbuk t i   secara  meyak inkan  dan  sah  bahwa PT.  

Tr i  Rempoa  S.S.   ada lah  pihak  yang  berhu tang  

kepada  PT.  Bank  South  East  Asia  Bank  

(DL)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Dalam  Buku  Hukum  Dagang  dan  Sura t  Berharg a,  

karangan  Pro f .  Ny.  Emmy Pangar ibuan  Simanjun tak ,  

S.H. ,  Penerb i t  Unive rs i t a s  Gajah  Mada,  tahun  1993  

dika takan  bahwa Sura t  Sanggup adalah  Sura t  Berharga  

yang  juga  merupakan  sura t  leg i t imas i  adanya  

kewaj i ban  pembayaran  penerb i t n ya  atau  ava l i s t n ya .  

Sehingga  bagi  pemegang  Surat  Berharga,  surat  

tersebut  adalah  satu- satunya  surat  leg i t imasi  

baginya  ( leg i t imate  

formeel )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian ,  Penggugat  berdasarkan  Sura t  

Sanggup   yang  ada  padanya  dan  karenanya  kewaj iban  

yang  t imbul  dar i  per in tah  untuk  membayar  dengan 

tanpa  syara t  ser ta  tanpa  pro tes  non  pembayaran  dan  

tanpa  biaya  untuk  membayar  kepada  Pihak  Yang 

Di tun juk  (aan  order )    te tap  ber laku  dan ada.  Oleh  

karena  i t u  Penggugat  te tap  berkedudukan  sebaga i  

“DEBITUR”   yang  masih  memi l i k i  hutang  dan  waj ib  

membayar  hutangnya  dimaksud  kepada  Negara  c.q .  

Depkeu  c.q .  DJKN  c.q .  PUPN  ( in  casu  

Tergugat )  ; - - - - - - - - -

5.  Bahwa  Tergugat  menolak  dengan  tegas  semua  da l i l  

Penggugat  pada  angka  I I I  Keputusan  Tergugat  

Halaman 43 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  Penggugat  hanya lah  mencar i - car i  a lasan  untuk  

t i dak  menyelesa i kan  hutangnya  kepada  Negara .  Untuk  i t u  

da l i l - da l i l  Penggugat  patu t  d ikesampingkan .  Adapun  

kebera tan  Tergugat  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - -

a. Bahwa dasar  hukum PUPN dalam mengurus  Piu tang  Negara  

ada lah  Undang- undang  Nomor  49  Prp .  Tahun  1960  

ten tang  PUPN.   Dengan  adanya  penyerahan  pengurusan  

Piu tang  Negara  sebaga imana  yang  te l ah   d iu ra i kan  

pada  angka  3  huru f  a  –  n  di  atas ,  maka  sesua i  

keten tuan   Pasal  4  ayat  (1 )  UU No.  49  Prp .  Tahun  

1960   in i  menyatakan ,  bahwa PUPN ber tugas  mengurus  

piu tang  negara ,  d imana  Penanggung  Hutang  t i dak  

melunas i  hutangnya  sebaga imana  mest inya .  Dalam Pasa l  

8  jo .  Pasal  12  UU PUPN dikemukakan,  bahwa ins tans i  

pemer in tah  dan badan negara  yang  langsung  atau  t i dak  

langsung  dikuasa i  negara ,  waj ib   menyerahkan  

pengurusan  piu tang  negara  yang  adanya  dan  besarnya  

te l ah  past i  menuru t  hukum ; - - - - - - - - - -

b. Bahwa  penger t i an  Piu tang  Negara  berdasarkan  

keten tuan  yang  

ber l aku  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Pasa l  8  Undang- undang  No.  49  Prp .  

Tahun  1960  ten tang  Pani t i a  Urusan  

Piu tang  Negara  jo .  Pasal  1 

Pera tu ran   Menter i  Keuangan  RI  

Nomor  :  128/PMK.06/2007  tg l .  24 

Oktober  2007 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

” Piu tang  Negara  ada lah  jumlah  uang  yang  waj ib  

dibayar  ke  Negara  atau  Badan- badan  yang  baik  
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secara  langsung  atau  t i dak  langsung  dikuasa i  o leh  

Negara  berdasarkan  suatu  pera tu ran ,  per jan j i a n ,  

atau  sebab  apapun” .

• Penje lasan  Pasal  8  UU  PUPN 

di t egaskan  bahwa  yang  dimaksud  

dengan  Piu tang  Negara  adalah  hutang  

yang  langsung  te rhu tang  kepada  

Negara  dan  o leh  karena  i t u  harus  

dibayar  kepada  Pemer in tah  Pusat  

atau  Pemer in tah  Daerah ,  dan 

te rhu tang  kepada  badan- badan  yang  

umumnya  kekayaan  dan  modalnya  

sebag ian  atau  se lu ruhnya  mi l i k  

negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c .  Bahwa  penag ihan  piu tang  Negara  oleh  Tergugat  

d i l akukan  secara  s ingka t  dan  efek t i f  seh ingga  PUPN 

diber i  kewenangan  untuk  menagih  piu tang  Negara  oleh  

Undang- undang  karena  pera tu ran - pera tu ran  biasa  t i dak  

memungkinkan  untuk  mempero leh  has i l  yang  cepat  da lam 

pengurusan  piu tang  Negara  (v ide  Penje lasan  Umum UU 

No.  49  Prp .  Tahun 

1960)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Bahwa  da lam  hal  PT.  Tr i  Rempoa  S.S.  te tap  t i dak  

memenuhi  kewaj i ban  untuk  menyelesa i kan  se lu ruh  

hutangnya  sesua i  jangka  waktu  yang  dia tu r  da lam 

undang- undang,  maka t i ndakan  penag ihan  hutang  kepada  

Penggugat  d i l akukan  seka l i gus  dengan  Sura t  Paksa,  

peny i t aan  dan pe le l angan  te rhadap  barang  jaminan  dan  

atau  har ta  kekayaan,  ser ta  t i ndakan  penyanderaan  

te rhadap  di r i  Penggugat .  Keten tuan  te rsebu t  d ia tu r  

da lam  Pasa l  10  ayat  (3 )  Undang- Undang  No.  49  Prp .  

Tahun  1960  dan  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  R. I .  

Halaman 45 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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No.  88/PMK.06/2009  ten tang  Perubahan  atas  PMK-

128/PMK.06/2007  ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara .  

Pasal - pasa l  eksekus i  da lam  UU PUPN in i  merupakan  

sumber  hukum  yang  mengatur  kewenangan  ”para te  

eksekus i ”  yang  di l im pahkan  undang- undang  kepada  

ins tans i  

PUPN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Dengan  demik ian ,   Terguga t  da lam  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  yang  menjad i  Obyek  Sengketa  Tata  usaha  

Negara /Kepu tusan  Tata  Usaha  Negara   te lah  

mendasarkan  pada  asas  kemanfaa tan  atas  tu j uan  

te r t en t u  (doe lmat i ghe i d )  dan  mempert imbangkan  asas  

lega l i t a s  hukum ( rechmat i ghe id ) ,  seh ingga  keputusan  

TUN yang  d ibua t  secara  fo rma l  dan  substans i  te lah  

sesua i  dengan  ka idah  dan prosedur  hukum yang  ber laku  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  Penggugat  mendal i l k an  da lam  gugatannya  t i dak  

mempunyai  hutang  kepada  Negara  sebaga imana  has i l  

pene l i t i a n  Tim  Liku idas i ,  karena  i t u  apabi l a  menel i t i  

berkas - berkas  dar i  Penyerah  Hutang,  maka  Terguga t  

seharusnya  t i dak  menerb i t k an  Keputusan  Terguga t  karena  

t i dak  te rbuk t i  atau  t i dak  adanya  bukt i  yang  disya ra t kan  

keten tuan  perundang- undangan  ten tang  adanya  Piu tang  

Negara  d imaksud.  Sebal i knya  jus t r u  te rbuk t i  bahwa 

Penggugat  t i dak  memi l i k i  hutang ,  sesua i  penegasan  Tim 

Liku idas i  se laku  Pejaba t  yang  memer iksa   dan  menel i t i  

da lam  proses  l i ku i das i  SEAB dan  yang  melaporkan  has i l  

l i k u i das i  

d imaksud  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  Tergugat  menolak  dengan  tegas  da l i l  d imaksud.  

Dengan  adanya  akta  penga l i han  Hak atas  tag ihan  Nomor  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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384  tg l .  28 Agustus  2007   sebaga imana  fak ta  hukum yang  

te l ah  diu ra i kan  sebe lumnya,  maka se lan ju t nya  tugas  dar i  

Tim L iku idas i   d i l aksanakan  oleh  Depkeu  c.q .  DJKN c.q .  

PUPN  ( In  casu  

Tergugat )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa Pengurusan  Piu tang  Negara  di l akukan  secara  khusus  

(para te  eksekus i ) .   Berdasarkan  keten tuan  da lam 

Keputusan   Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  :  

128/PMK.06/2007  tangga l  24  Oktober  2007   d isebu tkan  

bahwa ”Pengurusan  dan  Penagihan  piu tang - piu tang  negara  

yang  sudah  dinya takan  macet  in i ,  menuru t  prosedur  dan  

kewenangan  yang  di te t apkan  dalam  UU PUPN,  mengandung  

unsur - unsur  hukum  pub l i k  dan  o leh  karena  i t u  da lam 

penye lesa i an  penag ihannya ,  PUPN ( in  casu  Terguga t )  

t i dak  dapat  te r i k a t  sepenuhnya  kepada  per jan j i a n  hutang  

dan  tun tu tan - tun tu tan  yang  didasarkan  atas  

per t imbangan- per t imbangan  hukum  perda ta ,  yang  

mengak iba tkan  adanya  piu tang - piu tang  negara  

te rsebu t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa keten tuan  Pasal  5 ayat  (2 )  huruf  a Peraturan  

Menter i  Keuangan  Nomor  :  128/PMK.06/2007  tanggal  24 

Oktober  2007  ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara ,  yang  

kut i pan  lengkapnya  sebaga i  ber i ku t  : - - - -

” (2 ) Dokumen- dokumen  yang  d i l amp i r kan  dalam 

penyerahan  pengurusan  Piu tang  Negara  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

1.  Per jan j i a n  kred i t ,  akta  pengakuan  hutang ,  

per jan j i a n ,  perubahan  per j an j i a n ,  kont rak ,  sura t  

per in t ah  ker j a ,  keputusan  yang  di te r b i t k an  

pejaba t  yang  berwenang,  pera tu ran ,  Putusan  

Halaman 47 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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Pengad i l an  Yang  Berkekua tan  Hukum  Tetap ,  

dan/a tau   dokumen  la i n  yang  membukt i kan  adanya  

piu tang ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa keten tuan  Pasal  5 ayat  (2 )  Peraturan  Menter i  

Keuangan  Nomor  :  128/PMK.06/2007  tanggal  24  Oktober  

2007  ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara  dia tu r  leb ih  

lan ju t  dalam  keten tuan  Pasal  3  Peraturan  Direktur  

Jendera l  Kekayaan Negara    Nomor :  Per- 01/KN/2008  yang 

merupakan  Petunjuk  Teknis  Pengurusan  Piutang  Negara .  

Sesua i  dengan  asas  ” l ex  spec ia l i s t  deroga t  lex  

genera l i s ”   menunjukkan  bahwa   Pera tu ran  Di rek tu r  

Jendera l  Kekayaan  Negara    Nomor  :  Per - 01/KN/2008  

merupakan  atu ran  pelaksana  dar i  pera tu ran  khusus  yang  

berka i t an  dengan  pengurusan  piu tang  

negara   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  keten tuan  Pasal  3  Peraturan  Direktur  

Jendera l  Kekayaan Negara  Nomor :  Per- 01/KN/2008  tentang  

Petunjuk  Teknis  Pengurusan  Piutang  Negara ,  bahwa da lam 

hal  dokumen- dokumen sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  1 

dan  Pasa l  2  t i dak  dise rahkan  se lu ruhnya ,  namun adanya  

dan  besarnya  Piu tang  Negara  dapat  d ibuk t i k an ,  

penyerahan  pengurusan  Piu tang  Negara  dapat  

d i t e r ima   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  berdasarkan  Akta  Pengal i han  hak  Hak  Atas  

tag ihan  (cess ie )   Nomor  :  384 tg l .  28 Agustus  2007  dan  

fak ta - fak ta  hukum yang  te l ah  dikemukakan  o leh  Tergugat  

pada angka  4,  dan sesua i  dengan  Resume Hasi l  Penel i t i a n  

Kasus  Nomor  :  RHPK-649/WKN.07/KP.05 .04 /2008  tangga l  31  

Desember   2008,  menunjukkan  Piu tang  Negara  ada  dan  

besarnya  te lah  past i  menuru t  

hukum  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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14. Dengan  demik ian ,  Tergugat  berdasarkan  keten tuan  

dalam Pasa l  19  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  R. I .  Nomor  :  

128/PMK.06/2007  ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara ,  

penyerahan  Pengurusan  Piu tang  Negara  te l ah  memenuhi  

persyara tan  dan  dar i  has i l  pene l i t i a n  berkas  dapat  

d ibuk t i k an  adanya  dan  besarnya  Piu tang  Negara ,  

se lan ju t nya  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Pener imaan  

Pengurusan  Piu tang  Negara  (SP3N)  Nomor  :  SP3N-

679/PUPNC.10.05 /2008  tangga l  30  Desember  2008  yang  

menunjukkan  bahwa Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  Cabang  

DKI  Jakar t a  ( i n  casu  Terguga t )  dapat  mener ima  

penyerahan  pengurusan  Piu tang  Negara  se jumlah  Rp.  

15.911 .385 .169 ,00   ( l ima  belas  mi lya r  sembi lan  ra tus  

sebe las  ju ta  t i ga  ra tus  de lapan  puluh  l ima  r i bu  sera tus  

enam  puluh  sembi l an  

rup iah )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa  dengan  te rb i t n ya  SP3N-679/PUPNC.10/05 /2008  

tangga l  30  Desember  2008,  Pengurusan  Piu tang  Negara  

bera l i h  kepada  PUPN  Cabang  DKI  Jakar ta  ( i n  casu  

Tergugat )  yang  penye lenggaraannya  di l akukan  o leh  Kanto r  

Pelayanan  Kekeyaan  Negara  dan  Lelang   (KPKNL)   Jakar ta  

V  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  te rbuk t i  a lasan-

alasan  kebera tan  yang  d ia j ukan  oleh  Penggugat  t i dak  

berdasarkan  hukum  seh ingga  gugatan  Penggugat  patu t  

untuk  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  Tergugat  menolak  dengan  Tegas  da l i l  

Penggugat  da lam  pos i t anya  angka  IV  yang  menyatakan  

Keputusan  Tergugat  ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

Halaman 49 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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pemer in tahan  yang  baik .  Bahwa  Penggugat  hanya lah  

mencar i - car i  a lasan  untuk  t i dak  menyelesa i kan  hutangnya  

kepada  Negara  cq.  Depkeu  cq.  DJKN cq.  PUPN ( i n  casu  

Tergugat ) ,  o leh  karena  i t u  da l i l - da l i l  Penggugat  harus  

dikesampingkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

17. Bahwa  Terguga t  se laku  pejaba t  ta ta  usaha  negara  

yang  berwenang  mengeluarkan  keputusan  di  b idang  

pengurusan  piu tang  negara ,  da lam  mengeluarkan  Obyek  

Sengketa  Tata  Usaha  Negara /Kepu tusan  Tata  Usaha  Negara  

te lah  melakukan  penel i t i an  secara  cermat  se lu ruh  

dokumen penyerahan  sesua i  dengan  fak ta - fak ta  hukum dan  

dokumen  yang  dise rahkan  yang  menunjukkan  adanya  dan 

besarnya   Piu tang  Negara  secara  past i  menuru t  

hukum  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

18. Bahwa sesua i  keten tua l  Pasal  53 ayat  2 UU PTUN Jo.  

Pasal  5  ayat  (2 )  Peraturan  Menter i  Keuangan  Nomor  :  

128/PMK.06/2007  tanggal  24  Oktober  2007  ten tang  

Pengurusan  Piu tang  Negara  jo .  Pasal  3  Peraturan  

Direktur  Jendera l  Kekayaan  Negara    Nomor  :  Per-

01/KN/2008  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengurusan  Piutang  

Negara ,   t i ndakan  Tergugat  da lam  melakukan  pengurusan  

piu tang  negara  d i l akukan  secara   cermat  dan  memenuhi  

persyara tan  yang  diwa j i b kan  dalam  mengeluarkan  

Keputusan  ta ta  usaha  negara  sesua i  dengan  prosedur  

hukum yang  ber laku  ; - - - - - - - - - - - -

19. Ber i ku t  kami  ura i kan   krono log i s   Pengurusan  

Piu tang  Negara   yang  di l akukan  oleh  Tergugat   sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Bahwa  Piu tang  Negara  yang  d ise rahkan  oleh  Depkeu  

c.q .  Di rek to ra t  Jendera l  Kekayaan  Negara  (DJKN)  

Disclaimer
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berdasarkan  Sura t  Nomor  :  S- 7462/KN/2008  tangga l  16  

Desember  2008,  yang  te l ah  menyerahkan  Pengurusan  

Piu tang  Negara  atas  nama debi t u r  PT.  Tr i  Rempoa S.S.  

( i n  casu  Penggugat )  kepada  KPKNL Jakar ta  V untuk  

di l akukan  penag ihan  hutang  atas  nama PT.  Tr i  Rempoa 

S.S.  ( i n  casu  Penggugat )  se jumlah  Rp.  

15.911 .385 .169 ,00  ( l ima  belas  mi lya r  sembi l an  ra tus  

sebe las  ju ta  t i ga  ra tus  delapan  puluh  l ima  r i bu  

sera tus  enam  puluh  sembi lan  

rup iah )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

b. Bahwa  Piu tang  Negara  yang  d ise rahkan  berasa l  dar i  

eks  nasabah     PT.  Bank  SEAB (Da lam L iku idas i )  yang  

berdasarkan  Akta  Pengal i han  hak  atas  tag ihan  

(cess ie )  Nomor  384  tangga l  28  Agustus  2007  yang  

dibua t  d ihadapan  Notar i s  Ny.  Rose  Takar i na ,  S.H.  

dar i  Tim  Liku idas i  PT.  Bank  SEAB  (DL)  kepada  

Pemer in tah  R. I .  qq.   Depar temen  Keuangan  R. I .  qq.  

DJKN qq.  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara /PUPN   ( i n  

casu  Terguga t ) ,  berkedudukan  di  Jakar ta  te rhadap  

hutang  deb i tu r  karena  di l i k u i d as i n ya  PT.  Bank  SEAB 

(DL)  dan  Pemer in tah  da lam  ha l  in i  Depar temen  

Keuangan  R. I .  te lah  member ikan  dana  ta l angan  untuk  

pembayaran  nasabah  peny impan  dana pada bank  PT.  Bank  

SEAB 

(DL)   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Bahwa akta  penga l i han  hak  tag ih  (cess ie )  Nomor  384  

tangga l  28  Agustus  2007  dimaksud,  Pemer in tah  R. I .  

qq.   Depar temen  Keuangan  R. I .  qq.  DJKN qq.  Pani t i a  

Urusan  Piu tang  Negara /PUPN  ( i n  casu  Tergugat )  

melakukan  penag ihan  Piu tang  Negara  menuru t  keten tuan  

dalam Undang- undang  Nomor  49 Prp .  Tahun 1960 ten tang  

Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  (PUPN)  jo .  Pera tu ran  
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JKT.
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Menter i  Keuangan  R. I .  Nomor  :  128/PMK.06/2007  

tangga l  24  Oktober  2007  ten tang  Pengurusan  Piu tang  

Negara   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

d. Bahwa Resume Hasi l  Penel i t i a n  Kasus  Nomor  :  RHPK-

649/  WKN.07/KP.05 .04 /2008  tangga l  31 Desember   2008,  

menunjukkan  Piu tang  Negara  ada  dan  besarnya  te l ah  

past i  menuru t  hukum  ; - - - - - - - - - -

e. Bahwa  se lan ju t nya  Tergugat   menerb i t kan  Sura t  

Pener imaan  Pengurusan  Piu tang  Negara  (SP3N)  Nomor  :  

SP3N-679/  PUPNC.10.05 /2008  tangga l  30  Desember  2008  

yang  menunjukkan  bahwa Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  

Cabang DKI  Jakar t a  ( i n  casu  Terguga t )  dapat  mener ima  

penyerahan  pengurusan  Piu tang  Negara  se jumlah  Rp.  

15.911 .385 .169 ,00   ( l ima  belas  mi lya r  sembi lan  ra tus  

sebe las  ju ta  t i ga  ra tus  delapan  puluh  l ima  r i bu  

sera tus  enam  puluh  sembi lan  

rup iah )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Bahwa  da lam  proses  Pengurusan  Piu tang  Negara ,  PT.  

Tr i  Rempoa  SS te l ah  dipangg i l  secara  patu t  dengan  

Sura t  Nomor  :  PG-11/WKN.07/  KP.05/2009  tangga l  06  

Januar i  2009  per iha l  Panggi l an .  Panggi l an  per tama  

Penggugat  t i dak  had i r ,  untuk  se lan ju t nya  di l akukan  

Panggi l an  Terakh i r  berdasaran  Sura t  Nomor  :  PR-

133/WKN.07/KP.05 /2009       tg l .  11  Februar i  2009  

per i ha l  Panggi l an  

Terakh i r   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Bahwa  oleh  karena  kedua  pangg i l an  yang  di l akukan  

te rhadap  PT.  Tr i  Rempoa  S. S  t i dak  di i ndahan ,  

seh ingga  t i dak  dapat  d ibua tkan  suatu  Pernya taan  

Bersama menuru t  keten tuan  Pasal  10  ayat  (1 )  Undang-

Disclaimer
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undang   Nomor  :  49  Prp .  Tahun  1960  ten tang  PUPN.  

Berdasarkan  keten tuan  dimaksud ,  ten tang  PERNYATAAN 

BERSAMA bahwa  “se te l ah  di rund ingkan  oleh  Pani t i a  

dengan  Penanggung- Hutang  dan  d ipe ro l eh  ka la  sepakat  

ten tang  jumlah  hutangnya  yang  masih  harus  dibayar ,  

te rmasuk  bunga  uang,  denda  yang  t i dak  bers i f a t  

p idana ,  ser ta  biaya- biaya  yang  bersangku tan  dengan  

piu tang  in i ,  maka o leh  Ketua  Pani t i a  dan  Penanggung  

Hutang  dibua t  suatu  Pernya taan  Bersama yang  memuat  

jumlah  te rsebu t  dan  memuat  kewaj i ban  penanggung-

hutang  untuk  

melunas inya ”   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Bahwa oleh  karena  Pernya taan  Bersama  t i dak  dapat  

d ibua t ,  maka   untuk  se lan ju tn ya  berdasarkan  

keten tuan  yang  ber laku  dalam  rangka  penag ihan  

piu tang  Negara  secara  cepat  dan  efek t i f   sesua i  

Pasal  60  ayat  (1 )  Peraturan   Menter i  Keuangan  No.  

128/PMK.06/2007  tentang  Pengurusan  Piutang  Negara,  

bahwa  Pani t i a  Urusan  Piutang  Negara  (PUPN)  akan  

menerbi tkan  Surat  Keputusan Penetapan Jumlah Piutang  

Negara  dalam  hal  Pernyataan  Bersama  t idak  dapat  

dibuat    ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i . Bahwa ha l  in i  sesua i  dengan  Yur i sp rudens i  Mahkamah 

Agung  R. I .    No.  727  K/S ip /1973  yang  menyatakan  

bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”PUPN disamping  berwenang mengeluarkan   Surat  Paksa  

berdasarkan  Pasal  10 UU No.  10 Prp.  Tahun 1960,  juga  

berwenang  mengeluarkan  surat - surat  paksa  apabi la  

ternyata  yang  berutang  tanpa  alasan  yang sah  t idak  

mau memenuhi  panggi lan  yang  berulang- ulang  sepert i  

yang ter jad i  dalam perkara  in i”  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 53 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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j . Bahwa  se lan junya  Tergugat  menerb i t kan   Sura t  

Keputusan  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  Cabang  DKI  

Jakar t a  Nomor  :  PJPN-176/PUPNC.10.05 /2009  ten tang  

Penetapan   Jumlah  Piu tang  Negara  tangga l  6  Maret  

2009  atas  nama  PT.  Tr i  Rempoa  S.S.  Berdasarkan  

keputusan  dimaksud  di te t apkan  jumlah  Piu tang  Negara  

yang  waj ib  di l unas i / d i s e l e sa i k an  oleh  PT.  Tr i  Rempoa 

S.S.  kepada  Negara  c.q .  Depar temen  Keuangan  c.q .  

DJKN  sebesar  Rp.  17.502 .523 .685 ,90  ( tu j uh  be las  

myl ia r  l ima  ra tus  dua ju ta  l ima  ra tus  dua puluh  t i ga  

r i bu  enam ra tus  delapan  puluh  l ima  90/100  rup iah ) .  

Jumlah  hutang  yang  di te t apkan  sudah  te rmasuk  Biaya  

Admin is t r a s i  Pengurusan  Piu tang  Negara  sebesar  10% 

yang  merupakan  PNBP  (V ide  Pasa l  288  dan  289  

Pera tu ran   Menter i  Keuangan  R. I .   Nomor  :  PMK-

128/PMK.06/2007   tg l .  24  Oktober  

2007)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

k . Bahwa  da lam  proses  se lan ju t n ya ,  Tergugat  

mengeluarkan  Sura t   Paksa  yang  berkepa la  i r ah - i r ah  

”Demi  Keadi lan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa”  

Nomor  :  SP-225/PUPNC.10/2009  tg l .  23  Maret  2009  

yang  memer in tahkan  kepada  PT.  Tr i  Rempoa  S.S.  

menyelesa i kan  hutangnya  kepada  Negara  c.q .  

Depar temen  cq.  DJKN dalam  waktu  1x24  jam.  Sura t  

Paksa  mempunyai  kekuatan  sama dengan  putusan  hak im  

dalam  perkara  perda ta ,  seh ingga  bers i f a t  

ekseku to r i a l .  Dengan  demik ian  PUPN  berwenang  

mengambi l  langkah- langkah  untuk  menyelesa i kan  

Piu tang  Negara  mela lu i  Sura t  Paksa  ser ta  langkah-

langkah  yang  s i f a t nya  f i na l  berupa  eksekus i .  Untuk  

se lan ju t nya  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-225/PUPNC.10/2009  

tg l .  23  Maret  2009  te l ah  diber i t a hukan  secara  resmi  

oleh  Jurus i t a  Piu tang  Negara  pada  har i  Rabu tg l .  23  

Jun i  2009 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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20. Dengan demik ian ,  Proses  Penagihan  Piu tang  Negara  

yang  di l akukan  secara  cepat  dan  ef i s i en  sesua i  dengan  

azas  ”e f i s i e ns i ”  dan  ”e fek t i f i t a s ”  d i l aksanakan  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku .  

Keputusan  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Pani t i a  

Urusan  Piu tang  Negara  Cabang  DKI  Jakar ta  Nomor  :  PJPN-

176/PUPNC.10.05 /2009  ten tang  Penetapan   Jumlah  Piu tang  

Negara  tangga l  6  Maret  2009  atas  nama PT.  Tr i  Rempoa 

S.S  dan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-225/  PUPNC.10/2009  tg l .  

23  Maret  2009 te l ah  dip i k i r k an  secara  cermat  dan  

dipe r t imbangkan  masak- masak  semua  kepent i ngan  yang  

te rka i t ,  ba ik  kepent i ngan  penyerah  piu tang  yakn i  Depkeu  

c.q .  DJKN  dan  untuk  kepent i ngan  Negara  seh ingga  t i dak  

melanggar  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  (AAUPB)  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Oleh  karena  i t u  sangat  bera lasan  apab i l a  Yang 

Mul ia  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  yang  menangan i  

perkara  a  quo  menolak  gugatan  

Penggugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M a k a :  Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  

Tergugat  mohon kepada  Bapak  Ketua  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  (PTUN)  Jakar ta  Cq.  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  dan  memutus  perkara  in i  untuk  

berkenan  memutuskan  dengan  Dik tum sebaga i  ber i ku t  

: - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Penangguhan  Pelaksanaan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  permohonan  penangguhan  pelaksanaan  Sura t  Keputusan  

: - - - - - - - - - - - - - -

-  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  Cabang  DKI  Jakar t a  

Nomor  :  PJPN-176/  PUPNC.10.05 /2009  ten tang  Penetapan  

Halaman 55 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.
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Jumlah  Piu tang  Negara  tangga l  6  Maret  2009  atas  nama 

PT.  Tr i  Rempoa  S.S;  

dan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-225/PUPNC.10/2009  tg l .  23  Maret  

2009  ten tang  Sura t  Paksa  atas  nama  PT.  Tr i  Rempoa 

S.S ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Eksepsi  :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Mengabulkan  ekseps i  Tergugat   untuk  
se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  di to l a k  atau  set i dak -

t i daknya  dinya takan   t i dak  dapat  

d i te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Pokok  Perkara  :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

1.  Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat   t i dak  dapat  

d i t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  sah  secara  hukum sega la  t i ndakan  Tergugat  d i  

da lam  Proses  Pengurusan  Piu tang  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

4. Menyatakan  Sura t  Keputusan  Pani t i a  Urusan  Piu tang  

Negara  Cabang  DKI  Jakar t a  Nomor  :  PJPN-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

176/PUPNC.10.05 /2009  ten tang  Penetapan   Jumlah  Piu tang  

Negara  tangga l  6  Maret  2009  atas  nama PT.  Tr i  Rempoa 

S.S;   ada lah  sah  dan  mengika t  secara  

hukum  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menyatakan  bahwa  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-

225/PUPNC.10/2009  tg l .  23  Maret  2009  ada lah  sah  dan  

mengika t  secara  hukum  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  sega la  b iaya  dalam 

perkara  in i  ; -

Subsid ia r  :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Maje l i s  Hakim berpendapat  la i n ,  mohon putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  (ex  aequo  et  

bono) .   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  Jawaban Terguga t  te r sebu t  p ihak  

Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i knya  te r t angga l  27  Agustus  

2009  pada  pers i dangan  tangga l  27  Agustus  2009,  dan  atas  

Repl i k  Penggugat  pihak  Terguga t  te l ah  mengajukan  Dupl i knya  

te r t angga l  14  September  2009  pada  pers i dangan  tangga l  14  

September  2009,  se lengkapnya  Repl i k  dan  Dupl i k  te rsebu t  

sebaga imana  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  

merupakan  bag ian  t i dak  te rp i sahkan  dengan  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  berupa  fo tocopy  

sura t - sura t  yang  te l ah  dibe r i  metera i  cukup  dan  te l ah  

disesua i kan  dengan  as l i nya ,  ser ta  d iber i  tanda  P – 1  sampai  

dengan   P  –  15,  ya i t u  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 57 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.  Bukt i  P – 1 : Sura t  Keputusan  Pani t i a  Urusan  Piu tang  

Negara  Cabang  DKI  Jakar ta  Nomor  :  PJPN – 

176/PUPNC.10.05 /2009  ten tang  Penetapan  

Jumlah  Piu tang  Negara  Atas  Nama PT.  Tr i  

Rempoa  S.S. ,  te r t angga l  06  Maret  2009  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P – 2 : Sal i nan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP  – 

225/PUPNC.10/2009  tangga l  23  Maret  2009  

di te rb i t k an  o leh  Pani t i a  Urusan  Piu tang  

Negara  Cabang  DKI  Jakar t a  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan 

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P – 3 : Sura t  AKSEP  (Promissory  Note)  

No.34 /PRM-A/89,  No.34/PRM-B/89 ,  No.34 /PRM-

C/89,  No.34/PRM-D/89,  No.34 /PRM-E/89 ,  

No.34 /PRM-F/89  tangga l  5  September  1989  

masing- masing  sebesar  Rp.  500.000 .000 , -  

( l ima  ra tus  ju ta  rup iah ) ,  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P – 4a : Bi l ye t  Giro  No.  GA 366649  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy )  ; - - - - - - - -

5. Bukt i  P – 4b : Bi l ye t  Giro  No.  GA 366650  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy )  ; - - - - - - - -

6. Bukt i  P – 4c : Tanda  Ter ima  Bi l ye t  Gi ro  ( fo t ocopy  

dar i  fo tocopy )  ;  - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P – 5a : Sura t  Sanggup  No. :  13/ IX /1991  tangga l  

13  September  1991  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukt i  P – 5b : Sura t  Sanggup  No. :  013/ IX /1991  tangga l  

13  September  1991  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

9. Bukt i  P – 6a : Sura t  Pernya taan  dar i  Di reks i  PT.  

South  East  Asia  Bank  tangga l  16  Maret  1993  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P – 6b : Sura t  Pernya taan  dar i  Di reks i  PT.  

South  East  Asia  Bank  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  P – 7 : Sura t  No.609/TL /SEAB- DL/ IX /00  tangga l  

15  November  2000  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

12.  Bukt i  P – 8 : Sura t  No  :  181/TL /SEAB  – 

DL/V/2000  tangga l  11  Mei  2000  ( fo t ocopy  

dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  P – 9 : Sura t  No :  49/TRS – Di r /V /2000  tangga l  

15  Mei  2000  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  P – 10a : Ber i t a  Acara  Penag ihan  tangga l  25  Mei  

2000  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

15. Bukt i  P – 10b : Ber i t a  Acara  Penag ihan  tangga l  28 

September  2000  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Halaman 59 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukt i  P – 10c : Ber i t a  Acara  Penag ihan  tangga l  29 

Maret  2001  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  P – 11 : Kes impulan  Tim  Liku idas i  tangga l  30 

Nopember  2000   ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  P – 12 : Keputusan  Tim  L iku idas i  te r t angga l  14 

Mei  2001  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i  P – 13 : Sura t  No  :  376/TL /SEAB  –  DL/VI / 01  

te r t angga l  21  Jun i  2001  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bukt i  P – 14a : Sura t  Pangg i l an   Nomor  :  PG  – 

11/WKN.07/KP.05 /2009  tangga l  6 Januar i  2009  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya )  ; -

21. Bukt i  P – 14b : Sura t  Panggi l an  Nomor  :  PR  – 

133/WKN.07/KP.05 /2009  tangga l  11  Februar i  

2009   ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bukt i  P – 15 : Sura t  No.  001/Trs - Di r /V /2009  tangga l  

28  Mei  2009  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat  te lah  mengajukan  bukt i  berupa  fo tocopy  

sura t - sura t  yang  te l ah  dibe r i  metera i  cukup  dan  te l ah  

disesua i kan  dengan  as l i nya ,  ser ta  d iber i  tanda  T – 1  sampai  

dengan   T  –  16,  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukt i  T – 1 : Sura t  Nomor  :  S- 7462/KN/2008  tangga l  

16  Desember  2008,  Hal  :  Penyerahan  

Pengurusan  Piu tang  Negara  a.n .  Debi tu r  PT.  

TRI  REMPOA S.S   ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T – 2 : Sura t   Nomor  :  SP3N  – 

679/PUPNC.10.05 /2008  te r t angga l  30  Desember  

2008,  Hal  :  Pener imaan  Pengurusan  Piu tang  

Negara  a.n .  PT.  TRI  REMPOA S.S  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T – 3 : Sal i nan /Grosse  Akta  Penga l i han  Hak 

Atas  Tagihan  Nomor  :  384,  tangga l  28 

Agustus  2007  dar i  Notar i s  Ny.  Rose 

Takar ina ,  S.H. ,  d i  Jakar t a  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T – 4 : Perse tu j uan  Membuka  Kred i t  Nomor  :  

CD.5009/B .Ps t  tangga l  08  Nopember  1991  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ; - - - - - - -

5. Bukt i  T – 5 : Sura t  AKSEP  No.5009/X I /K /SEAB/91  

tangga l  08  November  1991   ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T – 6 : Kes impulan  Tim  Liku idas i  Bank  SEAB 

(DL)  tangga l  30  Nopember  2000  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan as l i n ya )  ; - - - - - - - - - -

7. Bukt i  T – 7 : Dokumen  Perse tu j uan  Di reks i  Tentang  

Pember ian  Fas i l i t a s  Kred i t  Umum, te r t angga l  

25  Oktober  1991  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 61 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
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8. Bukt i  T – 8 : Keputusan  Tim L iku idas i  Bank  SEAB (DL)  

tangga l  14 Mei  2001  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T – 9 : Ber i t a  Acara  Serah  Ter ima  Aset  PT 

South  East  Asia  Bank  (DL)  Antara  Tim 

Liku idas i  PT  South  East  Asia  Bank  (DL)  

dengan  Depar temen  Keuangan  Republ i k  

Indones ia   ( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  T – 10 : Sura t  Jaminan  Pr ibad i  dar i  Sudjono  

Hal im   te r t angga l  18  Desember  1991  

( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  T – 11 : Sura t  Perse tu j uan  Komisar i s  PT  Tr i  

Rempoa Solo  Synthe t i c s  Facto ry ,  te r t angga l  

18  Desember  1991  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  T – 12 : Sura t  Nomor  :  PG  – 

11/WKN.07/KP.05 /2009 ,  per iha l  Pangg i l an ,  

te r t angga l  06 Januar i  2009  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan 

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  T – 13 : Sura t  Nomor  :  PR  – 

133/WKN.07/KP.05 /2009 ,  per iha l  Panggi l an  

Terakh i r ,  te r t angga l  11  Februar i  2009  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  T – 14 : Sura t  Keputusan  Pani t i a  Urusan  Piu tang  

Negara  Cabang  DKI  Jakar ta  Nomor  :  PJPN – 

176/PUPNC.10.05 /2009  te r t angga l  06  Maret  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009  ten tang  Penetapan  Jumlah  Piu tang  

Negara  Atas  Nama  PT  Tr i  Rempoa  S.S.  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  T – 15 : Sal i nan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP  – 

226/PUPNC.10/2009  te r t angga l   23 Maret  2009  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  T – 16 : Ber i t a  Acara  Pember i t ahuan  Sura t  Paksa  

te r t angga l  23  Jun i  2009  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam pers idangan  perkara  in i  te l ah  

dia jukan  saks i  d i  bawah  sumpah 

bernama : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N a m a : H.  ZULKARNAIN,  ZA. ,  SH. ,  MM.,  MBA ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kewarganegaraan :  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat /Tg l  Lah i r : Meulaboh ,  01 – 01 – 1954  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agama : Is l am  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jen is  Kelamin :  Lak i - Lak i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan : Wiraswasta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Alamat : Komplek  SBS,  Blok  A  –  8.  No.8 . ,  Rt .002  

Rw.008  ; - - - - - - - - - - - - Desa/Ke l .  Harapan  Jaya,  

Kec.  Bekas i  Utara ,  Kab.  Kota  Bekas i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yang  menerangkan  ha l  –  ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  menuru t  saks i  semua tanda tangan  dalam dokumen 

bukt i  P –  11,         P –  12  dan  P –  7  adalah  

benar  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  sepengetahuan  saks i  la ta r  be lakang  te rb i t n ya  

dokumen te rsebu t  ada lah  sete lah  Kami  di tun j uk  sebaga i  

Tim  L iku idas i ,  maka  segera  melakukan  penag ihan  

berdasarkan  data  yang  dise rahkan  kepada  kami ,  pada  

waktu  i t u  ke l i ha tannya  PT Tr i  Rempoa  kaget  karena  

merasa  t i dak  mempunyai  hutang ,  dan  oleh  karena  

ke jad ian  in i  sudah  sangat  lama  seka l i ,  maka  kami  

berusaha  mencar i  bukt i - bukt i  dan  meminta  kete rangan  

kepada  semua  p ihak  yang  te r l i b a t .  Berdasarkan  

kete rangan  yang  kami  pero leh  maka  kami  buat  

krono log i s  ke jad iannya  dan  menyimpulkan  yang  pada  

akh i rnya  dibua t l ah  keputusan  Tim  L iku idas i  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  sepengetahuan  saks i ,  sete lah  masa  ker j a  Tim 

berakh i r ,  semua  dokumen  dise rahkan  ke  Depar temen  

Keuangan  te rmasuk  kedua  dokumen 

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  menuru t  saks i ,  t i dak  semua  dokumen  kred i t  

dapat  d i temukan  ; - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  menuru t  saks i ,  tu juan  dar i  d ibua tnya  bukt i  P – 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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7  ada lah  merupakan  ke lan ju t an  dar i  sura t - sura t  

te rdahu lu ,  walaupun  sebe lumnya  secara  l i s an  kami  

te l ah  meminta  kete rangan  kepada  yang  bersangku tan  dan  

dalam  ha l  in i  yang  bersangku tan  juga  te lah  

mengaku inya ,  namun  kami  merasa  per lu  untuk  

menuangkannya  dalam  bentuk  

te r t u l i s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- Bahwa,  sepengetahuan  saks i ,  Handi  dan  Jemy merupakan  

pemegang  saham  pada  waktu  

i t u  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  menuru t  saks i ,  pada  saat  i t u  Tim menyimpulkan  

dalam kasus  PT Tr i  Rempoa bukan  te rca ta t  ada  hutang ,  

te tap i  proses  penag ihan  hutang  yang  masih  ber ja l an ,  

dan  pada  akh i rnya  pemegang  saham mengaku i  bahwa pada  

dasarnya  t i dak  ada  hutang ,  jad i  memang seakan- akan  

ada  hutang  akan  te tap i  hutang  te rsebu t  d ibebankan  

kepada  para  pemegang saham ber i ku tnya  ; - - - - - - - - -

- Bahwa,  menuru t  saks i ,  kewenangan  Tim  secara  gar i s  

besar  ada lah  hanya  melakukan  penag ihan  agar  di l akukan  

pembayaran ,  dan  membuat  keputusan- keputusan  

berdasarkan  fak ta  yang  

ada  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Bahwa,  menuru t  saks i ,  pada  saat  i t u  t i dak  d i l akukan  

penghapusan  hutang  Karena  masih  mel iha t  du lu  apakah  

memang  ada  kemungk inan- kemungk inan  d i l akukan  

pembayaran  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  sepengetahuan  saks i ,  pada  saat  i t u  juga  ada  

bank  la i n  yang  akan  di l i k u i das i ,  ya i t u  sek i t a r  16  

bank,  masing- masing  ada  Tim  l i k u i das i n ya ,  dan  has i l  

ker j a  Tim  di l apo rkan  ke  BI  t i ap  bulannya ,  dan  
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te rakh i r  harus  di l apo rkan  ke  Depar temen  

Keuangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  menuru t  saks i ,  berdasarkan  kete rangan  yang  

dipe ro l ehnya  ada lah  dahu lu   d ia  (T i j an  Ananto )  punya  

uang di  Bank dan o leh  pemi l i k  bank  uang i t u  dip i n j am,  

akan  te tap i  pada  saat  uang  te rsebu t  akan  d ica i r kan  

oleh  pemi l i k  uang  te rnya ta  t i dak  b isa ,  maka 

disepaka t i l a h  tekn i s  penca i ran  uang  te rsebu t  da lam 

bentuk  

kred i t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa p ihak  Penggugat  dan  Tergugat  te l ah  

mengajukan  Kesimpulannya  masing- masing  di  lua r  pers i dangan  

pada  tangga l  6  Januar i  2010.  Untuk  mempers ingka t  ura ian  

putusan ,  maka  is i  se lengkapnya  dar i  Kes impu lan  te rsebu t  

sebaga imana  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  

merupakan  bag ian  t i dak  te rp i sahkan  dengan  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  memperhat i kan  sega la  sesuatu  

yang  te r j ad i  da lam pers idangan  se lama pemer iksaan  perkara  in i  

ber l angsung  sebaga imana  te lah  te rca ta t  da lam  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Pers iapan  dan  Ber i t a  Acara  Pers idangan  dianggap  

te l ah  masuk  dan  merupakan  satu  kesatuan  dalam putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa akh i rnya  para  pihak  menyatakan  t i dak  

akan  mengajukan  sesuatu  lag i  da lam  perkara  in i  dan  

se lan ju t nya  mohon putusan  ;  - - - - - - -

TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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ada lah  sebaga imana  yang  te l ah  d iu ra i kan  te rsebu t  d i  

atas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengketa  dan  

dimohon  pembata lannya  o leh  Penggugat  adalah  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Keputusan  Terguga t  berupa  Sura t  Nomor  :  PJPN-176/  

PUPNC.10.05 /2009 ,  tangga l  6  Maret  2009,  ten tang  

Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara  Atas  Nama  PT.  Tr i  

Rempoa  S.  S.  dan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-

225/PUPNC.10/2009 ,  tangga l  23  Maret  2009,  yang  

di t e rb i t k an  o leh  Tergugat  ; -

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

p ihak  Tergugat  da lam  jawabannya  te r t angga l  6  Agustus  2009 

te l ah  mengajukan  ekseps i ,  seh ingga  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  

dahu lu  akan  memper t imbangkan  ekseps i  Tergugat  te rsebu t  

sebe lum  mempert imbangkan  ten tang  Pokok  

Perkara  ; - - - - - - - - - - - - - -  

DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ekseps i  Tergugat  te rsebu t  pada 

pokoknya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Gugatan  kurang  

pihak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Gugatan  bukan  obyek  

TUN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  ekseps i  p ihak  Tergugat  te r sebu t  

p ihak  Penggugat  te lah  member ikan  tanggapannya  mela lu i  
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rep l i k nya  te r t angga l  27  Agustus  2009 yang  pada  pokoknya  

menolak  ekseps i  Tergugat  te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te r l epas  dar i  sanggahan  Penggugat  

te rhadap  ekseps i  Tergugat ,  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  ekseps i  Tergugat  te rsebu t  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  Terguga t  ten tang  

Gugatan  Kurang  Pihak ,  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa menuru t  da l i l  ekseps i  Tergugat  yang  

pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  kurang  

pihak ,  karena  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  

Lelang  (KPKNL)  Jakar t a  V,  merupakan  Pejaba t  Pelaksana  

Admin is t r a s i  PUPN  Cabang  DKI  Jakar ta  te rhadap  proses  

pengurusan  yang  te l ah  dise rahkan  o leh  ins tans i  atau  Badan-

badan  Usaha  Negara  dan  Di rek to ra t  Jendera l  Kekayaan  Negara  

(DJKN)  se laku  pener ima  Hak  Tagih  berdasarkan  Ber i t a  Acara  

Serah  Ter ima  Depar temen  Keuangan  RI  dengan  Tim  Liku idas i  

PT.SEAB,  t i dak  dimasukkan  sebaga i  p ihak  ( Tergugat ) ,  karena  

kedudukan  KPKNL Jakar ta  V  dan  DJKN yang  menangan i  b idang  

piu tang  negara ,  maka gugatan  menjad i  t i dak  sempurna  dan harus  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  sesua i  yur i sp rudens i  MARI No.  

1424 K/S ip /1975  tangga l  8 Jun i  1976  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  da l i l  Penggugat  yang  pada  

pokoknya  menyatakan  bahwa  kedua  obyek  gugatan  secara  je l as  

di te rb i t k an  o leh  Tergugat /Ke tua  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  

(  PUPN )  dan bukan  oleh  KPKNL,  karena  i t u  berdasarkan  undang-

undang  yang  d iguga t  harus lah  Ketua  PUPN 

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  Pasal  1  angka  12  Undang -
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Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ,  menyatakan  :  Tergugat  ada lah  badan  atau  pejaba t  ta ta  

usaha  negara  yang mengeluarkan  keputusan  berdasarkan  wewenang  

yang  ada padanya  atau  yang di l impahkan  kepadanya  yang  diguga t  

o leh  orang  atau  badan  hukum 

perda ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  menuru t  

hemat  Maje l i s  Hakim  bahwa  sudah  benar  gugatan  Penggugat  

di tu j ukan  kepada  Tergugat  se laku  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha Negara  yang  mengeluarkan  keputusan  sebaga imana  d imaksud  

pasa l  1 angka  12 Undang- Undang Nomor  51 Tahun  2009,  dan o leh  

karenanya  Maje l i s  Hakim  sependapat  dengan  dal i l  Penggugat ,  

seh ingga  ekseps i  Tergugat  te rsebu t   harus lah  d inya takan  

di to l ak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  ekseps i  Tergugat  ten tang  

gugatan  bukan  obyek  TUN,  dipe r t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa menuru t  da l i l  ekseps i  Tergugat  yang  

pada pokoknya  menyatakan  bahwa kedua  Sura t  Keputusan  TUN yang  

di te rb i t k an  o leh  Tergugat  ada lah  merupakan  keputusan  

ber l an j u t  seh ingga  yang  seharusnya  diguga t  ada lah  sura t  

keputusan  yang  te rb i t  te rakh i r ,  ya i t u  Sura t  Keputusan  

Nomor :  SP-225/PUPNC.10/2009  tangga l  23 Maret  2009 ,  dan sura t  

paksa  berkepa la  i r ah - i r ah  atas  nama  “kead i l an ”  dan  “DEMI  

KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”  berdasarkan  

keten tuan  dalam  pasa l  6  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  49  Prp  

Tahun  1960  ten tang  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  beser ta  

pen je lasan ,  dan  oleh  karena  i t u  Sura t  Paksa  ber t i t e l  Demi  

Keadi l an  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  maka mempunya i  

kekuatan  yang  sama  Grosse  Akta  dar i  Keputusan  Pengad i l an  

dalam perkara  perda ta ,  maka sura t  paksa  t i dak  dapat  d i te r ima  

sebaga i  obyek  sengke ta  d i  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  karena  
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bukan  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

di ten tukan  dalam Pasa l  1 but i r  3 Undang - Undang Nomor  5 Tahun 

1986  yang  te lah  d i rubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun 

2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  seh ingga  d i l ua r  

yur i sd i k s i  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara ,  namun  te rmasuk  

dengan  apa  yang  dimaksudkan  dalam  Pasa l  2  huru f  e  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun 

2004,  maka sudah  sepantasnya lah  gugatan  Penggugat  d inya takan  

di to l ak  atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  

(N ie t  Onvanke l i j k  Verk laa rd /NO)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  da l i l  sanggahan  Penggugat  

te rhadap  ekseps i  Tergugat  te rsebu t  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  bahwa  Keputusan  Tergugat  (obyek  gugatan  I  dan  

obyek  gugatan  I I )  sesua i  dengan  pasa l  1 but i r  3 Undang - Undang 

PTUN,  karena  Keputusan  Tergugat  merupakan  Keputusan  Pejaba t  

TUN yang  konkr i t ,  ind i v i d ua l  dan f i na l ,  d iaku i  Tergugat  bahwa 

kedua  obyek  gugatan  te rsebu t  adalah  Keputusan  TUN yang  

ber l an j u t ,  namun secara  je l as  kedua  obyek  gugatan  te rsebu t  

bukan  ber i s i  keputusan  yang  sama.  Dengan  demik ian  t i dak l ah  

benar  da l i l  Tergugat  yang  menyatakan  bahwa  yang  seharusnya  

diguga t  ada lah  hanya  sura t  keputusan  Tergugat  yang  

te rakh i r / o byek  gugatan  I I / s u r a t  paksa.  Sura t  Paksa  te rsebu t  

berawal  dan meru juk  pada Obyek Gugatan  I ,  namun obyek  gugatan  

I  t i dak  sama dengan  obyek  Gugatan  I I .  Di te rb i t k annya  obyek  

gugatan  I I  t i dak  menganul i r  atau  menggant i kan  obyek  gugatan  

I .  Kedua  Obyek  Gugatan  te rsebu t  te tap  ber laku  dan  masing-

masing  ber i s i  keputusan  yang  berbeda ,  seh ingga  dalam hal  in i  

Penggugat  menggugat  agar  kedua  Obyek  Gugatan  te rsebu t  

d inya takan  bata l .  Sedangkan  ten tang  dal i l  Tergugat  bahwa 

Keputusan  Tergugat  te rmasuk  dalam keputusan  TUN yang  dimaksud  

dalam  pasa l  2  huru f  e  Undang- Undang  PTUN ada lah  da l i l  yang  

t i dak  berdasar .  Bahwa obyek  gugatan  bukan  has i l  pemer i ksaan  

badan  perad i l an ,  sedangkan  adanya  i r ah - i r ah  Demi  Keadi l an  

Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  pada  obyek  gugatan  

I I / s u r a t  paksa  ada lah  berka i t an  dengan  pelaksanaannya  yang  

t i dak  memer lukan  suatu  putusan  pengad i l an .  Hal  in i  juga  
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menunjukan  bahwa  Sura t  Paksa  te rsebu t  ada lah  Keputusan  TUN 

yang  f i na l .  Adanya  i r ah - i r ah  te rsebu t  t i dak  membuat  Obyek  

Gugatan  menjad i  suatu  keputusan  Sura t  Paksa  te rsebu t  ada lah  

Keputusan  TUN  yang  berawal  dar i  adanya  Obyek  Gugatan  

I /Pene tapan  Jumlah  Piu tang   ; - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  keten tuan  Pasal  1  angka  9 

Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua 

Atas  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986 ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  

dike lua rkan  o leh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  yang   bers i f a t  

konkr i t ,   ind i v i dua l   dan  f i na l   yang  menimbulkan  ak iba t  

hukum bag i  seseorang  atau  Badan Hukum Perda ta  ; - - - - -  

Menimbang,  bahwa menuru t  keten tuan  Pasal  1  angka  10 

Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua 

Atas  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986 ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  Sengketa  Tata  Usaha Negara  ada lah  sengketa  yang  

t imbu l  da lam bidang  Tata  Usaha Negara  anta ra  orang  atau  badan  

hukum perda ta  dengan  badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara ,  

ba ik  di  pusat  maupun d i  daerah  sebaga i  ak iba t  d ike lua r kannya  

keputusan  t ata  usaha  negara  te rmasuk  sengketa  kepegawaian  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  

d ia tas  apab i l a  dihubungkan  dengan bukt i  P – 1 = T – 14 dan  P 

– 2  =  T – 15  ya i t u  Keputusan  yang  menjad i  obyek  sengketa ,  

maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  keputusan- keputusan  te rsebu t  

te l ah  memenuhi  persya ra tan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  1  angka  9,  pasa l  1  angka  10 

Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009,  karena  keputusan- keputusan  

te rsebu t  d i te t apkan  secara  te r t u l i s  o leh  Tergugat  da lam 

kapas i t asnya  se laku  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  yang  
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melaksanakan  urusan  pemer in tahan ,  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  

Usaha Negara  berupa  Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara  atas  nama 

Penggugat  dan  Sura t  Paksa  kepada  Penggugat  untuk  

menyelesa i kan  piu tang  te rsebu t ,  yang  d idasarkan  pera tu ran -

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  khususnya  Undang-

Undang  Nomor  49  prp  1960  ten tang  PUPN,  dan  karena  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  te rsebu t  menetapkan  besarnya  piu tang  negara  

yang  harus  dibayar  o leh  Penggugat ,  maka  memenuhi  syara t  

konkr i t ,  dan  memenuhi  syara t  ind i v i d ua l  karena  keputusan-

keputusan  te rsebu t  d i tu j ukan  kepada  Penggugat  se laku  badan  

hukum  Perda ta ,  ser ta  bers i f a t  f i na l  karena  keputusan-

keputusan  te rsebu t  sudah  dapat  ber laku  tanpa  memer lukan  

perse tu j uan  dar i  ins tans i  atasan  maupun ins tans i  la i n ,  ser ta  

sudah  menimbulkan  ak iba t  hukum yang  def i n i t i f  karena  dengan  

keputusan- keputusan  te rsebu t  Penggugat  te l ah  d i t e t apkan  

mempunyai  hutang  kepada  negara  dan  harus  segera  

menyelesa i kannya ,  seh ingga  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus  dan menyelesa i kan  sengke ta  

te rsebu t .  Dengan  demik ian  ekseps i  Tergugat  adalah  t i dak  

bera lasan  hukum,  oleh  karenanya  harus lah  d inya takan  di  

to l ak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  di to l aknya  ekseps i - ekseps i  

Tergugat  te rsebu t ,  maka se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  dalam  pokok  

perkaranya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  yang  disengke takan  dalam  gugatan  

Penggugat  ada la h :  bahwa penerb i t an  Keputusan- Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  menjad i  ob jek  sengketa  ber ten tangan  dengan  

Undang- Undang  Nomor  :  49  Prp  Tahun  1960  ten tang  Pani t i a  

Urusan  Piu tang  Negara ,  Pasa l  1  angka  1,  Pasal  5  ayat  (1 )  

huru f  e dan ayat  (2 )  huru f  a,  Pasal  24 PMK, Pasal  32 huru f  a,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
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Pasal  60  ayat  (1 )  Pera tu ran  Menter i  Keuangan   Nomor  :  

128/ PMK.0 6/200 7  ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara  yang  te l ah  

diubah  dengan  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  88/PMK.06/2009  

ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara ,   ser ta   melanggar   Asas-

Asas   Umum Pemer in tahan  yang  Baik  khususnya  Asas   kecermatan ,  

seh ingga  dimohonkan  bata l  o leh  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  da l i l  Tergugat  bahwa 

penerb i t an  Keputusan  –  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

menjad i  ob jek  sengke ta  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan  t i dak  melanggar  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  

Baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  da l i l  gugatannya ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  sura t - sura t  bukt i  d ipers i dangan  

yang  dibe r i  tanda  bukt i  P  –  1   sampai  dengan  P  –  15,  

sedangkan  p ihak  Tergugat  untuk  mendukung  dal i l  sangka lannya  

te l ah  pula  mengajukan  sura t - sura t  bukt i  d ipe rs i dangan  yang  

dibe r i  tanda  bukt i   T  –  1   sampai  dengan   T  –  16 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbng,  bahwa  untuk   menguatkan  da l i l - da l i l  para  

pihak ,  Penggugat   dan  Tergugat   mengajukan  seorang  saks i  

bernama  H.  ZULKARNAIN,  ZA. ,  SH. ,  MM.,  

MBA,  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim akan  menggunakan  to l ok  

ukur  Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  

Tahun 2004 ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ya i t u  apakah  

Keputusan- Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  ob jek  

sengketa  d i t e r b i t k an  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

Halaman 73 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
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undangan  yang  ber laku  dan/a tau  melanggar  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik  atau  

t i dak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  dar i  jawab  j i nawab  para  pihak  dan  

bukt i - bukt i  yang  dia jukan  para  pihak  ser ta  kete rangan  saks i  

d ipe rs i dangan  te rdapa t  fak ta - fak ta  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- Bahwa  Piu tang  Negara  yang  d ise rahkan  oleh  Depkeu  c.q .  

Di rek to ra t  Jendera l  Kekayaan  Negara  (DJKN)  berdasarkan  

Sura t  Nomor  :  S- 7462/KN/2008  tangga l  16 Desember  2008,  yang  

te l ah  menyerahkan  Pengurusan  Piu tang  Negara  atas  nama 

deb i t u r  PT.  Tr i  Rempoa S.S.   kepada  KPKNL Jakar ta  V untuk  

di l akukan  penag ihan  hutang  atas  nama PT.  Tr i  Rempoa S.S.  

se jumlah  Rp.  15.911 .385 .169 ,00  ( l ima  belas  mi lya r  sembi l an  

ra tus  sebe las  ju t a  t i ga  ra tus  de lapan  puluh  l ima  r ibu  

sera tus  enam  puluh  sembi lan  

rup iah )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Piu tang  Negara  berasa l  dar i  eks  nasabah   PT.  Bank  

SEAB  (Da lam  Liku idas i )  dan  Pemer in tah  dalam  hal  in i  

Depar temen  Keuangan  R. I .  te l ah  member ikan  dana  ta l angan  

untuk  pembayaran  nasabah  peny impan  dana  pada  bank  PT.  Bank  

SEAB  (Dalam 

Liku i das i )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa  piu tang  atas  nama  deb i tu r  PT.  Tr i  Rempoa  Solo  

Synthe t i c s ,  Tim  Liku idas i  sudah  menyimpulkan  dan  membuat  

keputusan  (v i de  bukt i  P  –  11,        dan  P  – 

12)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara /PUPN  te lah  melakukan  

penag ihan  Piu tang  Negara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
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; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Resume Hasi l  Penel i t i a n  Kasus  Nomor  :  RHPK-649/WKN.  

07/KP.05 .04 /  2008  tangga l  31  Desember   2008,  menunjukkan  

Piu tang  Negara  ada  dan  besarnya  te lah  past i  menuru t  hukum 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  se lan ju t nya  Tergugat   menerb i t kan  Sura t  Pener imaan  

Pengurusan  Piu tang  Negara  (SP3N)  Nomor  :  SP3N-679/  

PUPNC.10.05 /2008  tangga l  30  Desember  2008  yang  menunjukkan  

bahwa Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  Cabang DKI  Jakar ta  ( in  

casu  Tergugat )  dapat  mener ima  penyerahan  pengurusan  Piu tang  

Negara  se jumlah  Rp.  15.911 .385 .169 ,00   ( l ima  belas  mi lya r  

sembi lan  ra tus  sebe las  ju t a  t i ga  ra tus  delapan  puluh  l ima  

r i bu  sera tus  enam  puluh  sembi lan  

rup iah )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa dalam Pengurusan  Piu tang  Negara ,  PT.  Tr i  Rempoa S. S.  

te l ah  dipangg i l  secara  patu t  dengan  Sura t  Nomor  :  PG-

11/WKN.07/  KP.05 /2009  tangga l  06  Januar i  2009  per iha l  

Panggi l an .  Panggi l an  per tama  Penggugat  t i dak  had i r ,  untuk  

se lan ju t nya  d i l akukan  Panggi l an  Terakh i r  berdasaran  Sura t  

Nomor  :  PR-133/WKN.  07/KP.05 /2009   tg l .  11  Februar i  2009  

per i ha l  Panggi l an  Terakh i r   ; - - - -

- Bahwa oleh  karena  kedua  pangg i l an  yang  di l akukan  te rhadap  

PT.  Tr i  Rempoa S.S  t i dak  di i ndah kan,  seh ingga  t i dak  dapat  

d ibua tkan  suatu  Pernya taan  

Bersama ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa oleh  karena  Pernya taan  Bersama  t i dak  dapat  d ibua t ,  

maka   untuk  se lan ju tn ya  Terguga t  menerb i t k an  Sura t  

Keputusan  Pani t i a  Urusan  Piu tang  Negara  Cabang  DKI  Jakar ta  

Nomor  :  PJPN-176/PUPNC.10.05 /2009  ten tang  Penetapan   Jumlah  

Piu tang  Negara  tangga l  6  Maret  2009  atas  nama  PT.  Tr i  

Rempoa  S.S.  Berdasarkan   keputusan  dimaksud  di te t apkan  

Halaman 75 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
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jumlah  Piu tang  Negara  yang  waj i b  di l unas i / d i s e l e sa i k an  oleh  

PT.  Tr i  Rempoa S.S.  kepada  Negara  c.q .  Depar temen  Keuangan  

c.q .  DJKN sebesar  Rp.  17.502 .523 .685 ,90  ( tu j uh  belas  myl ia r  

l ima  ra tus  dua  ju ta  l ima  ra tus  dua  puluh  t i ga  r i bu  enam 

ra tus  delapan  puluh  l ima  90/100  rup iah ) .  Jumlah  hutang  yang  

di te t apkan  sudah  te rmasuk  Biaya  Admin is t r a s i  Pengurusan  

Piu tang  Negara  sebesar  10%  yang  merupakan  PNBP,  yang  

se lan ju t nya  Tergugat  mengeluarkan  Sura t   Paksa  Nomor  :  SP-

225/PUPNC.10/2009  tg l .  23  Maret  2009   yang  memer in tahkan  

kepada  PT.  Tr i  Rempoa S.S.  menyelesa i kan  hutangnya  kepada  

Negara ,  Sura t  Paksa  te rsebu t  te l ah  dibe r i t a hukan  secara  

resmi  oleh  Jurus i t a  Piu tang  Negara  pada  har i  Rabu tg l .  23  

Jun i  

2009  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Bahwa  pada  tangga l  3  Jun i  2009,  Penggugat  mendaf ta r kan  

gugatan  te rhadap  keputusan  ob jek  sengke ta  di  Kepan i t e ra  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  dengan  reg i s t e r  

Nomor  :  95/G/200 9/PTUN-

JKT ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  No.  

128/PMK.06/2007  ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara  yang  te l ah  

diubah  dengan  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  No.  88/PMK.06 /2009  

ten tang  Perubahan  atas  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  

128/PMK.06/2007  ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara ,  menyatakan  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Pasal  1  angka  (1 )   :  “ Piu tang  Negara  

ada lah  jumlah  uang  yang  waj ib  dibayar  

kepada  negara  atau  badan- badan  yang  baik  

secara  langsung  maupun  t i dak  langsung  

dikuasa i  o leh  negara ,  berdasarkan  suatu  

pera tu ran ,  per jan j i a n  atau  sebab  apapun. “  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pasa l  5  ayat   (2 )  huru f  

”a ”   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 (2 ) Dokumen- dokumen yang  di l amp i r kan  da lam penyerahan  

pengurusan   Piu tang  Negara  sebaga i  ber i ku t   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  per j an j i a n  kred i t ,  akta  pengakuan  hutang ,  

per j an j i a n ,  perubahan  per jan j i a n ,  kont rak ,  sura t  

per i n t ah  ker j a ,  keputusan  yang  di te rb i t k an  pejaba t  

yang  berwenang,  pera tu ran ,  putusan  pengad i l an  yang  

te l ah  berkekua tan  hukum te tap ,  dan/a tau  dokumen  

la i n  yang  membukt i kan  adanya  p iu tang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. reken ing  koran ,  pr ima  nota ,  mutas i  p iu tang ,  

fak tu r ,  reken ing ,  bukt i  tag ihan ,  dan/a tau  dokumen  

la i n  yang  dapat  membukt i kan  besarnya  

piu tang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . dokumen  yang  te rka i t  dengan  Barang  Jaminan  dan  

pembebanannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

d. sura t  menyura t  anta ra  Penyerah  Piu tang  dan  

Penanggung  Hutang  dan/a tau  Penjamin  Hutang  yang  

berka i t an  dengan  upaya- upaya  yang  te lah  

di l aksanakan  da lam  rangka  penye lesa ian  

hutang . ”  ; - - - - - - -

- Pasal  24   :  ” Pani t i a  Cabang  menolak  penyerahan  pengurusan  

Piu tang  Negara  dengan  menerb i t kan  Sura t  Penolakan  

Pengurusan  Piu tang  Negara  dalam hal  :  -

a. ke lengkapan  syara t - syara t  penyerahan  pengurusan  Piu tang  

Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  4  dan  Pasa l  5  

t i dak  dapat  d ipenuh i  o leh  Penyerah  Piu tang ,  seh ingga  
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t i dak  dapat  d ibuk t i k an  adanya  dan  besarnya  Piu tang  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Penyerah  Piu tang  dalam  waktu  1  (sa tu )  bu lan  se jak  

tangga l  sura t  permin taan  konf i rmas i  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  18  ayat  (2 ) ,  t i dak  member ikan  tanggapan;  

dan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

c. Penyerah  Piu tang  bukan  berasa l  dar i  ins tans i  pemer in tah  

sebaga imana dimaksud  dalam Pasa l  3 ayat  (1 )  dan ayat  (2 )  

dan  bukan  berasa l  dar i  badan- badan  usaha  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (3 )  dan  Pasa l  3  A. ”  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Pasal  32 huru f  ”a ”  :  ” Pengembal i an  pengurusan  Piu tang  

Negara  dapat  d i l akukan  oleh  Pani t i a  Cabang  dalam  hal  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

b. Terdapat  keke l i r u an  Penyerah  Piu tang  karena  Penanggung  

Hutang  t i dak  mempunyai  kewaj i ban  yang  harus  

dise lesa i kan ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  fak ta– fak t a  te rsebu t  dapat  

d is impu lkan  penerb i t an  Keputusan–Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

(TUN)  yang  menjad i  obyek  sengketa  didasarkan  adanya  

penyerahan  pengurusan  piu tang  Negara  atas  nama Penggugat  dar i  

Di rek tu r  Kekayaan  Negara  La in - la i n ,  Di r . Jen .  Kekayaan  Negara  

kepada  Tergugat  (v i de  bukt i  T – 1)  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa dengan  dise rahkannya  urusan  piu tang  

negara  atas  nama Penggugat ,  p ihak  Tergugat  te lah  melakukan  

pene l i t i a n ,  yang  d i t uangkan  dalam  Resume  Hasi l  Penel i t i a n  

Kasus  Nomor  :  RHPK-649/WKN.07/KP.05 .04 /2008  tangga l  31  
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Desember  

2008  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Tergugat  melakukan  

pemanggi l an  secara  patu t  pada  tangga l  6  Januar i  2009  dan  

tangga l  11  Pebruar i  2009  (v ide  bukt i  T – 12  dan   T – 

13)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  pangg i l an  te rhadap  

Penggugat   t i dak  d ih i r aukan  oleh  Penggugat ,  maka  Tergugat  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  Obyek  

Sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  d i  atas  

dihubungkan  dengan  pera tu ran  yang  ber laku ,  menuru t  pendapat  

Maje l i s  Hakim  bahwa  seharusnya  Tergugat  pada  saat  mener ima  

penyerahan  piu tang  negara  te rsebu t  d i te l i t i  leb ih  dahu lu  

sebaga imana  dia tu r  o leh  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  karena  berdasarkan  fak ta  yang  ada  bahwa  Penggugat  

t i dak  mempunyai  hutang  yang  hal  in i  juga  te l ah  dibuk t i k an  

oleh  Terguga t  bahwa sudah  ada  Keputusan  Tim Liku idas i  (v i de  

bukt i  T – 8) ,  walaupun  Tim  Liku idas i  te r sebu t  sudah  hab is  

masa  tugasnya ,  namun  has i l  pemer i ksaan /pene l i t i a n  yang  

di tuangkan  dalam  bentuk  Keputusan  Tim  L iku idas i  te rsebu t  

t i dak  dapat  d ih i l a ngkan  beg i tu  sa ja ,  karena  Tim  Liku idas i  

d iben tuk  berdasarkan  Keputusan  BI  yang  di tuangkan  dalam Akta  

Notar i s  penga l i han  Hak Atas  tag ihan  (v i de  bukt i  T – 3) ,  yang  

mana  seharusnya  Tergugat  mengembal i kan  berkas  penyerahan  

piu tang  negara  atas  nama  Penggugat  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se la i n  ha l  te rsebu t  d ia tas  menuru t  
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kete rangan  saks i  H.  ZULKARNAIN Z.A,  SH.MM.MBA. ,  menyatakan  

anta ra  la i n  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa,  sete lah  masa ker j a  Tim berakh i r ,  semua dokumen 

dise rahkan  ke  Depar temen  

Keuangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pada  saat  i t u  Tim menyimpulkan  dalam kasus  PT 

Tr i  Rempoa  S.S  bukan  te rca ta t  ada  hutang ,  te tap i  

proses  penag ihan  hutang  yang  masih  ber ja l an ,  dan pada  

akh i rnya  pemegang  saham mengaku i  bahwa pada  dasarnya  

t i dak  ada  hutang ,  jad i  memang seakan- akan  ada  hutang  

akan  te tap i  hutang  te rsebu t  d ibebankan  kepada  para  

pemegang saham ber i ku tnya  ; - - - - - - - - -

- Bahwa  pada  saat  i t u  juga  ada  bank  la i n  yang  akan  

di l i k u i das i ,  ya i t u  sek i t a r     16 bank,  masing- masing  

ada  Tim l i ku i das i n ya ,  dan  has i l  ker j a  Tim di l apo rkan  

ke  BI  t i ap  bulannya ,  dan te rakh i r  harus  di l apo rkan  ke  

Depar temen Keuangan ; -

Menimbang,  bahwa dar i  ura ian  per t imbangan  te rsebu t  d i  

atas ,  maka Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa t i ndakan  Tergugat  

da lam menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  Obyek Sengketa  

te l ah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  khususnya  Pera tu ran  Menter i  Keuangan       No.  

128/PMK.06/2007  ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara  yang  te l ah  

diubah  dengan  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  No.  88/PMK.06 /2009  

ten tang  Perubahan  atas  Pera tu ran  Menter i  Keuangan  Nomor  

128/PMK.06/2007  ten tang  Pengurusan  Piu tang  Negara  dan 

melanggar  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  khususnya  

asas  kecermatan  dan   asas  kepast i an  

hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa penerb i t an  Keputusan  Objek  Sengketa  

berupa  sura t  Nomor  :  PJPN-176/PUPNC.10.05 /2009 ,  tangga l  6 

Maret  2009,  ten tang  Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara  Atas  Nama 

PT.  Tr i  Rempoa  S.  S.  dan  Sura t  Paksa  Nomor  :  SP-

225/PUPNC.10/2009 ,  tangga l  23  Maret  2009 ,  ten tang  Sal inan  

Disclaimer
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Sura t  Paksa  (V ide  bukt i  P – 1  sama dengan   T – 14  dan  P – 

2  sama dengan  T –  15)  adalah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan melanggar  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ,  sebaga imana  dimaksud  pasa l  53 ayat  2 

huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  tahun  2004  ten tang  

perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  seh ingga  oleh  karenanya  cukup  

bera lasan  hukum  gugatan    Penggugat    d ikabu l kan ,   dan  

se lan ju t nya  te rhadap  keputusan- keputusan  objek  sengketa  a quo 

dinya takan  bata l ,  ser ta  kepada  Terguga t  d iwa j i bkan  untuk  

mencabut  keputusan- keputusan  objek  sengke ta  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan ,  maka  te rhadap  penetapan  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  

95/G/2009 /PTUN- Jkt ,  tangga l   20  Januar i  2010,  ten tang  

penundaan   pe laksanaan   leb ih  lan ju t  keputusan- keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  menjad i  ob jek  sengketa  cukup  bera lasan  

untuk  d ipe r t ahankan  dan  dinya takan  te tap  ber laku  sampai  ada  

putusan  Pengadi l an  yang  te lah  berkekua tan  hukum te tap  kecua l i  

ada penetapan  la i n  dikemudian  har i  ; - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  semua  bukt i - bukt i  sura t  dan  

kete rangan  saks i  yang  re levan  te l ah  dipe r t imbangkan  secara  

seksama oleh  Maje l i s  Hakim,  sedangkan  bukt i - bukt i  se leb ihnya  

dianggap  te lah  tu ru t  d ipe r t imbangkan  dan  te tap  menjad i  

lampi ran  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan ,  maka  menuru t  keten tuan  pasa l  110  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

kepada  Tergugat  d ihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

besarnya  akan  d i t e t apkan  dalam  amar  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  pasa l - pasa l  yang  dia tu r  da lam  Undang-
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Undang  Nomor   51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

berka i t an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

DALAM  PENUNDAAN 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Penetapan  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-

Jkt ,  tangga l       20  Januar i  2010,  ten tang  penundaan  

pelaksanaan  Keputusan- Keputusan  Tata  Usaha   Negara  yang  

menjad i  ob jek  sengke ta  te tap  dipe r t ahankan  sampai  ada putusan  

Pengad i l an  yang  mempero leh  kekua tan  hukum te tap ,  kecua l i  ada  

penetapan  la i n  dikemudian  

har i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  ekseps i - ekseps i  Tergugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Tergugat  berupa  :  

Sura t  Nomor  :  PJPN-176/PUPNC.10.05 /2009 ,  tangga l  6 

Maret  2009,  ten tang  Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara  

Atas  Nama PT.  Tr i  Rempoa S.  S.  dan  Sura t  Paksa  Nomor  :  

SP-225/PUPNC.10/2009 ,  tangga l  23  Maret  

2009 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  keputusan  Terguga t  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa  Sura t  Nomor  :  PJPN-176/PUPNC.10.05 /2009 ,  tangga l  

6  Maret  2009,  ten tang  Penetapan  Jumlah  Piu tang  Negara  

Atas  Nama PT.  Tr i  Rempoa S.  S.  dan  Sura t  Paksa  Nomor  :  

SP-225/PUPNC.10/2009 ,  tangga l  23 Maret  2009 ; - - - - - - - - - -

- Menghukum Tergugat  membayar  b iaya  perkara  sebesar  Rp.  

398.000 , -  ( t i g a  ra tus  sembi lan  puluh  de lapan  r i bu  

rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam rapa t  musyawarah  Maje l i s  

Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  pada  har i  :  

Rabu,  tanggal   13 Januar i  2010 ,  o leh  kami  FARI  RUSTANDI,SH. ,  

se laku  Hakim Ketua  Maje l i s ,  MULA HAPOSAN SIRAIT,  SH.  MH.,  dan 

KHAIRUDDIN NASUTION,  SH. ,  masing- masing  se laku  Hakim Anggota .  

Putusan  mana diucapkan  dalam s idang  yang  te rbuka  untuk  umum 

pada  har i  Rabu,  tanggal  20  Januar i  2010 ,  o leh  Maje l i s  Hakim 

te rsebu t  d i  atas  dengan  diban tu  o leh  KISWONO,  SH. ,  se laku  

Pani te ra  Penggant i  pada  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa Hukum Penggugat  dan tanpa  d ihad i r i  

o leh  Tergugat  atau  kuasa  hukumnya.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       HAKIM- HAKIM ANGGOTA                          HAKIM 

KETUA MAJELIS,

t . t . d  t . t . d

1.  MULA HAPOSAN SIRAIT,SH.MH.                     FARI  

RUSTANDI,SH.

t . t . d  t . t . d

2.  KHAIRUDDIN NASUTION,SH.                      PANITERA 

PENGGANTI,

                  t . t . d

  

KISWONO,SH.   

Rinc ian  biaya  perkara  :

Halaman 83 dar i  84 Halaman.   Putusan  Nomor  :  95/G/2009 /PTUN-
JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaf ta ran…………. Rp.
30.000 , -

2. Metera i  Putusan  …….. Rp.  
6.000 , -
3. Redaks i  Putusan  ……. Rp.  
5.000 , -
4. Leges  Putusan……….. Rp.  
3.000 , -
5. Panggi l an……….……. Rp.  
340.000 , -
6. Metera i  Penundaan … Rp.  
6.000 , -
7. Redaks i  Penundaan… Rp.  
5.000 , -
8. Leges  Penundaan  ….. Rp.  
3.000 , -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rp.     398.000 , -      

                     ( t i ga  ra tus  sembi l an  puluh  
delapan  r i bu  rup iah ) .
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